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KATA PENGANTAR

Assalamu’alaikum Wr.Wb.

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ هَلۡ أَدُلُّكُمۡ عَلَىٰ تِجَٰرَةٖ تُنجِيكُم مِّنۡ عَذَابٍ أَلِيمٖ تُؤۡمِنُونَ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ وَتُجَٰهِدُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ بِأَمۡوَٰلِكُمۡ وَأَنفُسِكُمۡۚ ذَٰلِكُمۡ خَيۡرٞ لَّكُمۡ إِن كُنتُمۡ تَعۡلَمُونَ  
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ABSTRAK

ANALISIS YURIDIS TERHADAP HUBUNGAN ANTARA PERMUFAKATAN JAHAT, PERCOBAAN DAN PENYELESAIAN TINDAK PIDANA MAKAR
Mardianto
(245114162)

Tindak pidana makar terhadap keamanan negara mencakup kejahatan terhadap Presiden/Wakil Presiden, pemerintah/badan pemerintah, dan pemberontakan. Permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimana pengaturan  hukum terhadap tindak pidana permufakatan jahat, percobaan dan penyelesaian tindak pidana makar, bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana permufakatan jahat, percobaan dan penyelesaian tindak pidana makar, bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam tindak pidana permufakatan jahat, percobaan dan penyelesaian tindak pidana makar. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian normatif dengan  menggunakan metode penelitian pustaka (library research) untuk mentelaah data-data sekunder. Jenis data penelitian ini adalah data sekunder. Bahan hukum primer dan sekunder disusun secara sistematis dan dianalisis secara kualitatif. Pengaturan  hukum terhadap tindak pidana permufakatan jahat terhadap keamanan negara diatur dalam Pasal 10 KUHP yang menyebutkan bahwa permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tertentu (seperti makar) dipidana sama dengan perbuatan yang dilakukan.   Penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana permufakatan jahat terhadap keamanan negara adalah Terdakwa Josephien Tanasale Alias Nona dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan karena terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana permufakatan untuk kejahatan makar. Berdasarkan hasil penelitian diketahui  bahwa pertimbangan hukum hakim dalam tindak pidana permufakatan jahat terhadap keamanan negara berdasarkan putusan Nomor 183/Pid.B/2024/PN Amb adalah perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur Pasal 110 ayat (2) ke-3 KUHP dan Hakim dalam persidangan tidak menemukan sesuatu bukti bahwa terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab atas perbuatannya dan juga tidak menemukan alasan, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf sebagai alasan penghapus pidana bagi terdakwa sehingga terdakwa dinyatakan bersalah dan patut dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya yang telah dinyatakan terbukti dan bersalah tersebut.
Kata Kunci: 
Tindak Pidana, Permufakatan Jahat, Makar 
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ABSTRACT

The crime of treason against state security includes crimes against the
President/Vice President, the government.government agencies, and rebellion. The
problem in this thesis is how the legal regulations for the crimes of conspiracy,
attempted, and resolved treason are regulated; how criminal liability is imposed on
perpetrators of conspiracy, attempted, and resolved treason; and how judges' legal
considerations apply to crimes of conspiracy, attempted, and resolved freason. This
research is normative research using library research methods 1o examine
secondary data. The type of data used in this research is secondary data. Primary
and secondary legal materials are systematically compiled and analyzed
qualitatively. The legal provisions for the crime of conspiracy against state security
are regulated in Article 10 of the Criminal Code, which states that conspiracy to
commit certain crimes (such as treason) is punished the same as the act itself, The
application of criminal law to the crime of conspiracy against state security is that
the defendant, Josephien Tanasale alias Nona, is sentenced to 2 (two) years and 6
(six) months in prison because he has been legally and convincingly proven guilty
of conspiracy to commit treason. Based on the results of the research, it is known
that the judge's legal considerations in the crime of conspiracy against state
security based on decision Number 183 / Pid.B / 2024 / PN Amb are that the
defendant's actions fulfill the elements of Article 110 paragraph (2) 3 of the
Criminal Code and the .Judge in the trial did not find any evidence that the
defendant is a person who is unable to take responsibility for his actions and also
FTpTgIRay reasons, either justification or excuse as a reason (o eliminate the
o the defendant, so the defendant is found guilty and deserves to
\mensurate with his actions that have been proven and guilty.

d Act, Evil Conspiracy, Treason
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DAFTAR PUSTAKA
BAB I

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah
Setiap negara tentunya memerlukan aturan-aturan hukum yang mengatur, membatasi serta melindungi hak asasi warganya dan juga menjamin kelangsungan keseimbangan anggota masyarakat yang diadakan atas kehendak setiap warga negaranya itu sendiri. Salah satu tolak ukur dari kemajuan suatu negara yakni dengan ketaatan warga dan penyelenggara negara terhadap hukum. Negara diartikan sebagai organisasi tertinggi antara satu kelompok masyarakat yang memiliki cita-cita untuk bersatu dan mempunyai pemerintah yang berdaulat. Tujuan negara yang tertuang di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 adalah melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia merupakan tujuan negara secara formal. 

Memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa merupakan tujuan negara secara material yang secara keseluruhan sebagai tujuan khusus. Sedangkan tujuan umum adalah ikut melaksanakan ketertiban dunia yang bersarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.
 Tujuan tersebut tidaklah mudah untuk dicapai, untuk mencapai tujuan dari negara diperlukan semua elemen dalam negara bersatu dan tentunya saling membantu.

Sebagai aturan dasar Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 memuat tujuan negara dan memuat dasar negara yaitu Pancasila. Hakikat kedudukan Pancasila secara filosofis sebagai paradigma pembangunan nasional yang harus berdasar pada hakikat nilai-nilai dari Pancasila. Nilai-nilai Pancasila mendasarkan diri pada ontologism manusia sebagai subjek pendukung Pancasila sekaligus sebagai pendukung negara.

Indonesia sebagai negara hukum dalam konteks pelaksanaan bernegara maupun juga di dalam pengaturan masyarakatnya akan selalu berupaya melindungi hak dan kewajiban penyelenggara negara maupun masyarakat. Sudah menjadi konsekuensi logis bahwa upaya tersebut telah diatur dalam sebuah konstitusi negara Indonesia. Indonesia telah terikat dengan adanya suatu pembatasan kekuasaan oleh konstitusi serta adanya hak asasi manusia yang dijaminkan dalam Undang-Undang Hak Asasi Manusia berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan, tertuang pada Pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam Pasal tersebut memuat hak untuk berserikat, berkumpul, maupun mengemukakan pendapat secara lisan maupun tulisan. Perbuatan yang dilakukan untuk mengesampingkan dan mendiskriminasikan hak masyarakat akan secara langsung menjadi sebuah ancaman bagi kehidupan bangsa dan negara.
 

Tujuan tersebut tidaklah mudah untuk dicapai, untuk mencapai tujuan dari negara diperlukan semua elemen dalam negara bersatu dan tentunya saling membantu. Terkadang apa yang diinginkan oleh pemerintah tidak didukung oleh sebagian rakyatnya dan begitu juga sebaliknya yakni apa yang rakyat impikan tidak mendapat dukungan dengan kinerja pemerintah. Terkadang kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintahan tidak memihak pada rakyat, sehingga menimbulkan pro dan kontra dari berbagai pihak dengan pendapatnya masing-masing atau bahkan bisa menimbulkan suatu golongan yang ingin menjatuhkan pemerintah yang diakibatkan karena kebijakan oleh pemerintah itu sendiri dianggap kerap jauh berbeda dengan pemahaman yang dipegang oleh golongan tersebut, sehingga memungkinkan golongan tersebut untuk melakukan tindakan yang mengarah ke pemberontakan.
Sebagai bangsa plural dengan jumlah wilayah yang sangat luas tentunya akan membawa pengaruh besar bagi keutuhan wilayah negara Indonesia dari gangguan terhadap kehidupan berbangsa serta bernegara. Melihat nantinya dikhawatirkan bangsa Indonesia akan melawan dirinya sendiri yang menjelma kedalam bentuk pergerakan-pergerakan yang tidak sejalan dengan negara khususnya untuk pembahasan wilayah, maka dari itu ditekankan secara jelas dan keras bahwa wilayah negara Indonesia tidak dapat dipisah-pisah. Hal tersebut tertuang dalam Pasal 37 ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945..

Berbagai macam peristiwa yang telah mewarnai sejarah perjuangan bangsa Indonesia serta fakta-fakta yang pernah terjadi di Indonesia menunjukkan bahwa sejak kemerdekaan masih terdapat musuh negara yang selalu meronrong ataupun melemahkan sendi kehidupan negara Indonesia. Hal tersebut memperingatkan kepada kita bahwa betapa besarnya bahaya yang selalu mengancam kehidupan negara dan harus dihadapi.

Tindak pidana yang dilakukan oleh masyarakat atau penyelenggara negara haruslah menindak sesuai dengan peraturan yang ada dan nilai yang berlaku di dalam masyarakat untuk menciptakan taat hukum maka dari itu diperlukan adanya usaha pencegahan serta pemberantasan terhadap segala bentuk kejahatan.

Kata kejahatan merupakan suatu kata yang berlaku untuk beraneka ragam tingkah laku yang tentunya tidak disukai oleh masyarakat.
 Kejahatan merupakan bagian dari tindak pidana, dalam hal ini kejahatan tidak hanya terjadi antara elemen manusia sebagai warga negara itu sendiri, adakalanya kejahatan itu ditujukan kepada penguasa atau pemerintah yang memiliki kekuasaan yang tentunya sah. Bentuk kejahatan terhadap keamanan dan keselamatan negara semakin bervariasi maka dari itu diperlukan pemahaman hukum yang jernih untuk jenis kejahatan. Seiring perkembangan zaman yang semakin maju dan modern, semakin kompleks pula permasalahan yang ada pada suatu negara. Bukan hanya dalam bentuk tindakan yang nyata juga melalui tindakan tidak nyata yang dapat berpotensi menjadi suatu permasalahan baik itu menyangkut masyarakat umum maupun pemerintahan.

Kejahatan atau tindak pidana terhadap keamanan negara mencakup tindak pidana yang bertentangan dengan tertib hukum yang langsung tertuju kepada negara. Tindak pidana tersebut dilakukan oleh warga negara yang menjadikan sistem kekuasaan atau pemeritahan di suatu negara sebagai objeknya. Salah satu tindak pidana yang ditujukan kepada negara adalah tindak pidana makar.

Djoko Prakoso berpandangan bahwa makar merupakan serangan, sedangkan menurut Hamzah istilah makar merupakan suatu percobaan yang mengandung unsur serangan yang meskipun belum terjadi pembunuhan Presiden misalnya, namun sudah terdapat unsur percobaan untuk menyerang yang dapat dihilangkan nyawanya maka perbuatan tersebut sudah dapat dikategorikan sebagai makar.

Makar berasal dari kata aanslag, merupakan bahasa Belanda yang artinya serangan, makar juga diartikan sebagai akal busuk, tipu muslihat, perbuatan dengan maksud hendak menyerang orang ataupun menjatuhkan pemerintahan yang sah.
  Kejahatan makar merupakan kejahatan yang telah tertuang di Pasal 106 KUHP yaitu “Makar dengan maksud supaya seluruh atau sebagian wilayah Negara jatuh ke tangan musuh atau memisahkan sebagian dari wilayah Negara, diancam dengan penjara sementara paling lama dua puluh tahun.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada Buku Kedua Bab I membahas tentang kejahatan terhadap keamanan negara dalam beberapa Pasal yakni diawali Pasal 104 sampai dengan Pasal 129 KUHP serta beberapa aturan hukum lain seperti Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999 Tentang Perubahan KUHP yang berkaitan dengan kejahatan terhadap kemanan negara, salah satunya merupakan tindak pidana makar. Menurut perspektif hukum pidana tindakan separatisme tergolong sebagai kejahatan terhadap kemanan negara tercantum dalam Pasal 104 yang mengatur perihal tindak pidana makar terhadap Presiden dan atau Wakil Presiden, Pasal 106 yang mengatur perihal makar menyerang keamanan dan keutuhan wilayah negara dan Pasal 107 mengatur makar untuk menggulingkan pemerintahan sah.

Berdasarkan hal tersebut, maka kejahatan yang masuk dalam kategori makar yang mengancam kepentingan hukum atas keamanan dan keselamatan Negara republik indoneisa sebagaimana dimuat dalam Bab I buku II KUHP, terdiri dari 3 bentuk yaitu:

Makar yang menyerang terhadap kepentingan hukum bagi keamanan Kepala Negara atau wakilnya (Pasal 104 KUHP).

Makar yang menyerang terhadap kepentingan umum bagi keutuhan wilayah Negara (Pasal 106 KUHP).

Makar yang menyerang terhadap kepentingan hukum bagi tegaknya pemerintahan Negara (Pasal 107 KUHP).

Banyak masyarakat yang hanya menganggap bahwa tindakan makar adalah segala usaha atau serangan yang menghendak menggulingkan kekuasaan yang berkuasa pada saat itu, namun lebih luas dari itu arti makar sendiri salah satunya ketika adanya niat untuk memisahkan wilayah sebagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Permufakatan menurut Pasal 88 KUHP adalah Permufakatan apabila dua orang atau lebih baru bersepakat untuk melakukan kejahatan, sedangkan maksud permufakatan makar yaitu tindakan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih sepakat untuk berusaha menggerakan orang lain, menyuruh melakukan, memberikan bantuan, memberikan kesempatan, memberikan sarana-sarana, memberikan keterangan-keterangan, atau turut serta dalam melakukan kejahatan makar maka akan dikenai sanksi pidana dalam Pasal 106 KUHP dan diancam dengan pidana seumur hidup atau pidana penjara sementara paling lama dua puluh tahun.

Suatu kenyataan bahwa tindak pidana makar merupakan suatu tindakan yang membahayakan kepentingan masyarakat dan tentunya negara. Mengingat bahwa tindak pidana makar menyangkut keamanan masyarakat dan negara, padahal soal kemanan negara merupakan hal yang penting dan berpengaruh bagi seluruh rakyat. Dalam susunan dan keadaan amanlah pemerintah dapat menjalankan tugas dengan baik serta cita-cita negara dan rakyatnya lekas tercapai.

Hukum tidak otonom atau tidak mandiri, artinya hukum itu tidak terlepas dari pengaruh timbal balik keseluruhan aspek yang ada pada masyarakat. Untuk menjadi patokan, hukum mampu menciptakan ketertiban dan kedamaian di dalam tata kehidupan bermasyarakat. Namun, pada kenyataan masih banyak masyarakat melanggar hukum.
 Hal tersebut lalu dimaknai serta diartikan dengan cara kurang tepat bagi segelintir oknum tertentu yang hendak mengganggu keutuhan bangsa Indonesia. Oknum tersebut berlindung untuk sebagai pijakan dalam melakukan suatu perbuatan yang menjurus kearah mengganggu ketertiban, keamanan dan keutuhan bangsa Indonesia. 

Hubungan antara permufakatan jahat percobaan dan penyelesaian tindak pidana makar terletak pada dasar hukumnya, yaitu bahwa permufakatan jahat (kesepakatan dua orang atau lebih untuk melakukan kejahatan) dapat menjadi dasar pertanggungjawaban pidana, bahkan jika kejahatan itu belum terlaksana sepenuhnya. Dalam konteks makar, permufakatan jahat untuk melakukan kejahatan makar dapat diancam pidana berdasarkan pasal-pasal makar tertentu, sebagaimana diatur dalam Pasal 110 KUHP. 

Permufakatan jahat percobaan merupakan bentuk tindak pidana yang "mendahului" perbuatan makar yang sebenarnya. Seseorang dapat dihukum karena permufakatan jahatnya untuk melakukan makar, bukan hanya karena pelaksanaannya yang gagal. Ini memperjelas bahwa tindakan perencanaan dan kesepakatan untuk melakukan kejahatan makar juga memiliki konsekuensi hukum yang serius, sesuai dengan prinsip pertanggungjawaban pidana.

. Berdasarkan latar belakang di atas, penulis terdorong untuk melakukan penelitian secara mendalam terkait tindak pidana makar  atau prmufakatan jahat denan mengangkat judul yakni  “Analisis Yuridis Terhadap Hubungan Antara   Permufakatan Jahat Percobaan Dan Penyelesaian Tindak Pidana Makar”.

Rumusan Masalah
Adapun rumusan masalah yang akan diteliti dibatasi sebagai berikut:

Bagaimana pengaturan  hukum terhadap tindak pidana permufakatan jahat, percobaan dan penyelesaian tindak pidana makar?
Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana permufakatan jahat, percobaan dan penyelesaian tindak pidana makar?

Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam tindak pidana permufakatan jahat, percobaan dan penyelesaian tindak pidana makar?

Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut :

Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan  hukum terhadap tindak pidana permufakatan jahat, percobaan dan penyelesaian tindak pidana makar.
Untuk mengetahui dan menganalisis pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana permufakatan jahat, percobaan dan penyelesaian tindak pidana makar.
Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam tindak pidana permufakatan jahat, percobaan dan penyelesaian tindak pidana makar. 

Manfaat Penelitian
Penelitian ini memiliki manfaat teoritis dan praktis. Adapun kedua kegunaan tersebut adalah sebagai berikut:

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan memberi manfaat bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya di bidang hukum pidana tentang kebijakan riminal dalam penanggulangan tindak pidana permufakatan jahat, percobaan dan penyelesaian tindak pidana makar.
Secara praktis bermanfaat hasil penelitian ini dimaksudkan agar dapat memberikan informasi dan gambaran mengenai kebijakan riminal dalam penanggulangan tindak pidana permufakatan jahat, percobaan dan penyelesaian tindak pidana makar.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian Tindak Pidana 

R. Wirjono Prodjodikoro menyebutkan bahwa  perbuatan pidana itu dapat diberi arti perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, barangsiapa melanggar larangan tersebut.
 R. Tresna dalam M. Hamdan, bahwa peristiwa pidana adalah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia yang  bertentangan dengan undang-undang atau peraturan perundang-undangan lainnya terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman.

Moeljatno menyebutkan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh satu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja diingat bahwa larang ditujukan kepada perbuatan yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang, sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu. 

Mahrus Ali menyebutkan  strafbaarfeit adalah kelakuan yang diancam dengan pidana, bersifat melawan hukum, dan berhubung dengan kesalahan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab.
 Utrech menyebutkan bahwa peristiwa pidana adalah suatu pelanggaran kaidah (pelanggaran tata hukum/normovertreding) yang diadakan karena kesalahan pelanggar dan yang harus diberi hukuman untuk dapat mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum.
 

Andi Hamzah menyebutkan bahwa pidana adalah kelakukan yang diancan dengan pidana, yang bersifat melawan hukum yang berhubungan dengan kesalahan dan dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab. Perbuatan itu harus memenuhi beberapa syarat yaitu :

Diancam dengan pidana oleh hukum.

Bertentangan dengan hukum.

Dilakuan oleh orang yang bersalah.

Orang itu dipandang bertanggungjawab atas perbuatannya.

R. Soesilo dalam M. Hamdan menyebutkan bahwa tindak pidana adalah sesuatu perbuatan yang dilarang atau diwajibkan oleh undang-undang yang apabila dilakukan atau  diabaikan, maka orang yang melakukan atau mengabaikan itu diancam dengan hukuman.
 Dalam hal ini tindak pidana itu juga terdiri dari dua unsur yaitu :

Unsur yang bersifat objektif yang meliputi:

Perbuatan manusia yaitu perbuatan yang positif atau suatu perbuatan yang negatif yang menyebabkan pidana.

Akibat perbuatan manusia yaitu akibat yang terdiri atas merusakkan atau membahayakan kepentingan-kepentingan hukum yang menurut norma hukum itu perlu ada supaya dapat dihukum.

Keadaan-keadaan sekitar perbuatan itu, keadaan-keadaan ini bisa jadi terdapat pada waktu melakukan perbuatan.

Sifat melawan hukum dan sifat dapat dipidanakan perbuatan itu melawan hukum, jika bertentangan dengan undang-undang.

Unsur yang bersifat subjektif yaitu unsur yang ada dalam diri si pelaku itu sendiri yaitu kesalahan dari orang yang melanggar aturan-aturan pidana, artinya pelanggaran itu harus dapat dipertanggung jawabkan kepada pelanggar. 

Perbuatan akan menjadi suatu tindak pidana apabila   perbuatan tersebut memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

Melawan hukum

Merugikan masyarakat

Dilarang oleh aturan pidana

Pelakunya diancam dengan hukuman pidana.

Tindak Pidana Makar
Makar berasal dari kata aanslag (Belanda), yang menurut arti harfiah adalah penyerangan atau serangan. Istilah aanslag terdapat dalam KUHP yakni Pasal-Pasal 87, 104, 105, 106, 107, 130, 139a, 139b, 140. (Pasal 105 dan 130 dianggap tidak berlaku berdasarkan UU (Drt) No. 1 Tahun 1946).
 Arti dari makar itu sendiri sebenarnya adalah suatu pengertian khusus yang berhubungan erat dengan syarat-syarat (dua syarat saja) dari 3 syarat yang ada dalam hal untuk dapat dipidananya suatu percobaan melakukan kejahatan (poeging tot misdrijf is strafbaar) sebagai mana dimuat dalam Pasal 53 KUHP.

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam Pasal 53 ayat (1) merumuskan yakni: “Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri’.

Ada 3 syarat yang harus ada agar seseorang dapat dipidana melakukan percobaan kejahatan (poeging tot misdrijf), yaitu:


Adanya niat (voornemen);

Adanya permulaan pelaksanaan (begin van uitvoering);

Pelaksanaan itu tidak selesai bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya. 

Tindak pidana makar terdiri dari beberapa macam bentuk tindak pidana seperti misalnya tindak pidana makar dengan maksud untuk menghilangkan nyawa presiden atau wakil presiden dan tindak pidana makar yang bertujuan untuk memisahkan atau memisahkan diri seluruh atau sebagian wilayah negara dibawah kekuasaan asing atau bermaksud merobohkan atau menggulingkan pemerintahan yang berkuasa.

Kejahatan makar yang mengancam kepentingan hukum atas keamanan dan keselamatan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimuat dalam Bab I Buku II KUHP terdiri dari 3 bentuk, yaitu :
Pasal 104 KUHP merumuskan: “Makar dengan maksud untuk membunuh, atau merampas kemerdekaan, atau meniadakan kemampuan presiden atau wakil presiden memerintah, diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara paling lama dua puluh tahun”.

Menurut Adami Chazawi bahwa makar dengan maksud untuk membunuh, atau merampas kemerdekaan atau meniadakan kemampuan Presiden atau Wakil Presiden memerintahkan, diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara paling lama dua puluh tahun". Sebagaimana dalam pasal tersebut memuat tindakan pidana makar berupa makar yang dilakukan dengan tujuan menghilangkan nyawa atau kemerdekaan Presiden atau Wakil Presiden Republik Indonesia, atau dengan tujuan menjadikan mereka tidak dapat menjalankan pemerintah sebagaimana mestinya
. Di dalam Pasal 104 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menjelaskan bahwa objeknya adalah kepala negara yaitu Presiden atau Wakil Presiden.

Pasal 106 KUHP menyebutkan makar dengan maksud supaya seluruh atau sebagian wilayah negara jatuh ke tangan musuh atau memisahkan sebagian dari wilayah negara, diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara paling lama dua puluh tahun”.

Kejahatan yang mengancam atau menyerang keamanan dan keutuhan wilayah negara adalah bentuk kejahatan makar, keamanan dan keutuhan wilayah negara wajib dipertahankan. Terjaminnya keamanan dan keutuhan wilayah negara hal merupakan bentuk dari integritas suatu negara. Dalam kejahatan makar pada Pasal 106 KUHP yang menjadi obyek kejahatan adalah keutuhan wilayah Negara RI, yaitu:

Melakukan perbuatan dengan meletakkan seluruh atau sebagian wilayah RI kedalam kekuasaan musuh atau negara asing.

Melakukan perbuatan dengan memisahkan sebagian wilayah dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 107 KUHP menyebutkan;

Makar dengan maksud untuk menggulingkan pemerintah, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

Para pemimpin dan pengatur makar tersebut dalam ayat 1, diancam dan pengatur makar tersebut dalam ayat 1, diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara paling lama dua puluh tahun.

Tindak pidana makar di Indonesia terbagi atas dalam beberapa fase-fase yang pernah terjadi di Indonesia. Fase tersebut memuat instrumen hukum yang dikeluarkan pemerintah dan berkaitan dengan tindak pidana makar. Adapun fase-fase tersebut terdiri dari 4 (empat) fase yaitu fase pertama pada tahun 1866-1946, fase kedua pada tahun 1946-1963, fase ketiga pada tahun 1963-1999, dan fase terakhir yaitu pada tahun 1999 sampai sekarang. Pengaturan tindak pidana makar di Indonesia mengalami perkembangan mulai dari fase pertama sampai dengan fase terakhir.

Fase pertama, instrumen hukum yang digunakan adalah Pasal 107 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merupakan WvS Belanda yang diadopsi pemerintah Indonesia, jadi otomatis perumusan mengenai tindak pidana makar yang sebelumnya dalam WvS digunakan juga oleh pemerintah Indonesia. Hal tersebut menyebabkan pemerintah Indonesia mengikuti rumusan pengaturan tindak pidana makar negara kolonial.

Fase kedua, instrumen hukum yang digunakan pemerintah adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1946 tentang Hukuman Tutupan. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1946 muncul disebabkan oleh gejolak gejolak politik dan sosial dalam negeri yang timbul pasca kemerdekaan, pengaturan tindak pidana ini cenderung lebih difokuskan untuk meminimalisir gejolak-gejolak didalam negeri dengan sikap pemerintah yang reaktif.

Fase ketiga, instrumen hukum yang digunakan pemerintah adalah Penetapan Presiden Nomor 11 Tahun 1963 yang selanjutnya dijadikan Undang-Undang berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1969 dan kemudian dikenal sebagai Undang-Undang Pemberantasan Kegiatan Subversiv (UUPKS). Pada fase ini pemerintah kembali menegaskan kedudukan instrumen hukum yang dikeluarkan pada orde lama sebagai alat untuk mengamankan pemerintah pasca revolusi kemerdekaan. Keadaan pada fase kedua jauh berbeda dari fase ketiga Dimana keadaan sosial dan politik cenderung sudah bebas dari pengaruh luar seperti pada masa orde lama yang sedikit banyaknya dipengaruhi oleh pihak kolonial. Pada fase ketiga ini yaitu pada masa orde baru hukum khusunya dalam regulasi tindak pidana makar dimanfaatkan penguasa sebagai legitimasi segala tindakan untuk mengamankan kebijakan yang diambil pada masa itu, selama 32 tahun orde baru mengamankan roda pemerintahan dengan adanya pemusatan kekuasaan.
 

Tindak pidana makar pada fase ketiga lebih cenderung represif dengan menggunakan wajah pemerintahan yang menjunjung tinggi asas-asas konstitusional dengan membuat instrumen hukum yang sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.

Fase keempat, pada fase ini perubahan terjadi secara signifikan dari fase-fase sebelumnya. Pada fase keempat wacana untuk mencabut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1963 muncul. Menjelang akhir masa Presiden Soeharto, ada seruan kuat dari kalangan masyarakat terutama civil society untuk lebih meningkatkan pelaksanaan hak politik, dan agar stabilitas yang memang diperlukan untuk pembangunan yang berkesinambungan, tidak menghambat proses demokratisasi.22 Pada fase keempat dimunculkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1999 yang dikenal sebagai Undang-Undang Anti Subversi tentang Pencabutan UUPKS hal tersebut diharapkan dapat menjadikan kebebasan dijunjung tinggi dakan rangka meningkatkan konsep negara hukum dan demokrasi yang didalamnya mencakup hak-hak asasi manusia yang pada rezim-rezim sebelumnya tidak mendapat perhatian khusus dari pemerintah. Keadaaan-keadaan di masa lampau menjadi pelajaran penting dalam pemerintah membuat kebijakan yang berkaitan langsung dengan hak asasi manusia dan tertib hukum di suatu negara. Fase keempat atau era reformasi dapat dikatakan bahwa kebebasan-kebebasan warga negara dan proses demokrasi menjadi salah satu faktor utama yang difokuskan pada era ini. Selain itu fase keempat memunculkan wacana instrument hukumbaru sebagai pengganti UUPKS yang dianggap sebagai salah satu bentuk pengaturan tindak pidana makar pada era kekinian yang disebut rancangan Undang-Undang Keamanan Nasional.

Pengaturan tindak pidana makar pada fase keempat dan pada era kekinian, upaya pemerintah dalam melakukan pembarahuan hukum yaitu dengan merumuskan instrumen hukum Undang-Undang Keamanan Nasional yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat yaitu hak- hak warga negara dan kebutuhan pemerintah dengan memerlukan upaya keselamatan dan keamanan negara. Tetapi sampai saat ini pun, masih dijumpai indikasi kembalinya kekuasaan status quo yang ingin memutarbalikan ke arah demokrasi Indonesia kembali ke periode sebelum era reformasi.

Permufakatan Jahat Dalam Tindak Pidana Makar
Permufakatan jahat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Permufakatan jahat diatur dalam Pasal 88 menyebutkan : Permufakatan jahat (samenspanning) dianggap ada bila saja dua orang atau lebih bermufakat untuk melakukan kejahatan itu. 
 Sedangkan yang dimaksud dengan Permufakatan jahat adalah permufakatan untuk berbuat kejahatan. Segala pembicaraan atau rundingan untuk mengadakan permufakatan belum masuk dalam pengertian Permufakatan jahat.

Permufakatan jahat adalah suatu perencanaan yang disertai dengan kesepakatan untuk melakukan suatu kejahatan, dapat dikatakan bahwa tindakan yang disepakati, dipersiapkan atau direncanakan tersebut belum terjadi tindak pidana. Unsur-unsur yang penting dalam Permufakatan jahat yaitu adanya dua orang, adanya kesepakatan dan niat, adanya maksud dan tujuan, namun jika salah satu unsurnya tidak terpenuhi dari pasal yang didakwakan, maka penerapan pasal mengarah kepada keikutsertaan (deelneming) Pasal 55 KUHP atau Pasal 56 KUHP.

Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Dipidana sebagai pelaku tindak pidana yakni :

Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan.

Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

Terhadap penganjur, hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan saja yang diperhitungkan beserta akibat.

Selanjutnya dalam Pasal 56 KUHP : Dipidana sebagai pembantu kejahatan yakni :

Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan.

Mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan.

Berdasarkan pasal-pasal tersebut dapat dikatakan bahwa adanya tindak pidana penyertaan, bukan hanya satu orang saja yang melakukan perbuatan melainkan terdiri atas beberapa orang, tetapi tidak setiap orang yang terlibat dalam terjadinya perbuatan pidana tersebut dapat dikatakan peserta dalam perbuatan pidana sebagaimana dalam Pasal 55 dan Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Adapun syarat yang harus dipenuhi sebagai peserta dalam perbuatan pidana, yaitu sebagai orang orang yang melakukan (pleger), orang yang menyuruh melakukan (doen pleger), orang yang turut melakukan (medepleger), dengan sengaja membujuk melakukan perbuatan (uitlokker), dan membantu melakukan (medeplichtig), selain dari jenis peserta tersebut peserta lain tidak dapat dipidana.

Kata Penyertaan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti proses, cara, perbuatan menyertai atau menyertakan. Jelas bahwa makna dari istilah ini ialah bahwa ada dua orang atau lebih yang melakukan suatu tindak pidana atau dengan kata lain dua orang atau lebih mengambil bagian untuk mewujudkan suatu tindak pidana.

Pengertian turut serta (ikut serta, bersama-sama) melakukan perbuatan pidana (delict) dapat dilakukan oleh beberapa orang bersama-sama. Turut serta (deelneming) dari beberapa orang dalam perbuatan pidana dapat merupakan kerjasama, yang masing-masing dapat berbeda beda sifat dan bentuknya. 

Secara umum penyertaan dapat diartikan sebagai suatu perbuatan (tindak pidana) yang dilakukan lebih dari satu orang. Kata penyertaan berarti turut sertanya seseorang atau lebih pada waktu seseorang lain melakukan tindak pidana. Andi Hamzah mengatakan deelneming ialah ada dua orang atau lebih yang melakukan suatu tindak pidana atau dengan lain perkataan ada dua orang atau lebih mengambil bahagian untuk mewujudkan suatu tindak pidana.
 Sedangkan menurut Moeljatno berpendapat bahwa ada penyertaan apabila bukan satu orang saja yang tersangkut dalam terjadinya perbuatan pidana akan tetapi beberapa orang.

Menurut Van Hamel penyertaan adalah ajaran pertanggungjawaban atau pembagian pertanggungjawaban dalam suatu tindak pidana yang menurut pengertian perundang-undangan, dapat dilaksanakan oleh seorang pelaku dengan tindakan sendiri. Utrecht, sebagaimana dikutip oleh Mohammad Eka putra juga mengemukakan, pelajaran tentang turut serta (penyertaan) ini justru dibuat untuk menghukum yang bukan melakukan (bukan pembuat). Pelajaran turut serta ini justru tidak dibuat untuk menghukum orang-orang yang perbuatannya memuat semua anasir-anasir peristiwa pidana yang bersangkutan.

Penyertaan (Deelneming) dalam KUHP ditemukan pengaturannya pada Pasal 55 KUHP, Pasal 56 KUHP, dan Pasal 57 KUHP yang merupakan ketentuan-ketentuan yang ditempatkan pada Buku I KUHP. Pasal 55 KUHP yang menjadi ketentuan inti penyertaan menyatakan sebagai berikut : Dipidana sebagai pelaku tindak pidana yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan. Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan  sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.  Terhadap penganjur, hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya.

Keterlibatan seseorang dalam suatu tindak pidana dapat dikategorikan sebagai: 

Yang melakukan; 

Yang menyuruh melakukan; 

Yang turut melakukan; 

Yang menggerakkan/menganjurkan untuk melakukan; 

Yang membantu melakukan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 55 KUHP, klasifikasi pelaku ialah sebagai berikut: yang melakukan (pleger), yaitu pelaku tindak pidana yang pada hakekatnya memenuhi semua unsur dari tindak pidana. Dalam arti sempit, pelaku adalah yang melakukan tindak pidana. Sedangkan dalam arti luas meliputi empat klasifikasi pelaku, yaitu yang melakukan perbuatan, yang menyuruh melakukan yang turut serta melakukan, dan yang menganjurkan. 

Menyuruh melakukan (doen plegen), yaitu seseorang ingin melakukan suatu tindak pidana, akan tetapi tidak melaksanakannya sendiri menyuruh orang lain untuk  elaksanakannya, dalam penyertaan ini orang yang disuruh tidak akan dipidana, sedangkan orang yang menyuruhnya dianggap sebagai pelakunya yang bertanggungjawab atas peristiwa pidana karena suruhannya terjadi suatu tindak pidana.

Berikutnya ialah yang turut serta melakukan (medepleger) yaitu yang ikut serta dalam melakukan tindak pidana. Terdapat syarat dalam bentuk turut serta, antara lain ialah: 

Adanya kerjasama secara dasar dari setiap pelaku tanda perlu ada kesepakatan, tetapi harus ada kesengajaan untuk mencapai hasil berupa tindak pidana; 

Adanya kerjasama pelaksana secara fisik untuk melakukan tindak pidana.

Tersangkutnya dua orang atau lebih dalam suatu tindak pidana dapat terjadi dalam hal : 

Beberapa orang bersama-sama melakukan suatu delik.

Mungkin hanya seorang saja yang berkehendak (berniat) dan merencanakan delik tetapi delik tersebut tidak dilakukannya tetapi mempergunakan orang lain mewujudkan delik tersebut.

Mungkin seorang saja yang melakukan delik sedang orang lain membantu orang itu dalam mewujudkan delik. 

Deelneming menurut sifatnya dalam ilmu hukum pidana (doktrin), terdiri atas:

Deelneming yang berdiri sendiri 

Deelneming yang tidak berdiri sendiri.

Pembagian ini didasarkan pada sifat pertanggungjawaban antara para peserta. Apabila deelneming yang berdiri sendiri, pertanggungjawaban dari setiap peserta dihargai sendiri-sendiri. Sedangkan bentuk deelneming yang tidak berdiri sendiri atau biasa disebut accessoire deelneming pertanggungjawaban dari para peserta yang satu digantungkan kepada perbuatan peserta yang lain. Apabila oleh peserta yang lain dilakukan sesuatu perbuatan yang dapat dihukum maka peserta yang satu juga dapat dihukum.

Menurut JE Sahetapy, untuk memasukkan unsur-unsur Pasal 55 ayat (1) KUHP harus dijelaskan peranan masing-masing dari tindak pidana tersebut. Pasal 55 menjelaskan masing-masing pelaku tindak pidana tersebut, maka akan dapat dilihat peranan dan kadar kejahatan yang dilakukan oleh masing-masing pelaku tindak pidana. Tanpa menguraikan peranan masing-masing sebagaimana yang dimaksud akan mengakibatkan dakwaan dan tuntutan menjadi kabur dan tidak jelas.

Turut serta melakukan perbuatan pidana pembunuhan (deelneming) menurut KUHPidana, yaitu terlibatnya seseorang atau lebih pada saat orang lain melakukan perbuatan pidana, atau suatu perbuatan delik yang dilakukan oleh dua orang atau lebih seperti dalam kasus tindak pidana makar.
Pasal 110 ayat (1) KUHP menyebutkan bahwa;  “Permufakatan jahat untuk melakukan kejahatan menurut Pasal 104, 106, 107, dan 108 diancam berdasarkan ancaman pidana dalam pasal-pasal tersebut”.

Untuk mengetahui delikpermufakatan jahat perlu diketahui rumusan dari Pasal-Pasal 104, 106, 107, dan 108 KUHP.
Permufakatan jahat dalam Pasal 104 KUHP.
Pasal 104 KUHP menyebutkan;  “Makar dengan maksud untuk membunuh, atau merampas kemerdekaan, atau meniadakan kemampuan Presiden atau Wakil Presiden memerintah, diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara paling lama 20 tahun”.

S. R. Sianturi mengatakan “apa yang dimaksud dengan makar tidak diatur dalam KUHP. Sedangkan yang diatur dalam Pasal 87 KUHP adalah kapan dikatakan adanya suatu makar”.
 Dalam Pasal 87 KUHP hanya memberikan keterangan bahwa, makar dikatakan ada apabila untuk melakukan suatu perbuatan, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, seperti dalam Pasal 53 KUHP.

Berdasarkan Pasal 104 KUHP syarat agar dapat dipidana yaitu harus adanya permulaan pelaksanaan, sebagaimana dalam Pasal 87 KUHP yang dinyatakan bahwa ada makar untuk melakukan suatu perbuatan apabila niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan seperti dimaksud dalam Pasal 53 KUHP.

Apabila  Pasal 104 KUHP dihubungkan atau di-juncto-kan dengan Pasal 110 ayat (1) KUHP maka syarat tersebut yaitu harus adanya permulaan pelaksanaan menjadi tidak berlaku lagi karna hal tersebut sudah menjadi suatu delik selesai (vooltooid delict) apabila ada dua orang atau lebih yang stekah malaukan kesepakatan untuk membunuh, merampas kemerdekaan atau meniadakan kemampuan memerintah Presiden atau Wakil Presiden.
Permufakatan jahat dalam Pasal 106 KUHP
Pasal 106 KUHP menyebutkan;“Makar dengan maksud supaya seluruh atau Sebagian  wilayah negara jatuh ke tangan musuh atau memisahkan sebagian dari wilayah negara, diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara paling lama 20 tahun”.
Supaya seluruh atau sebagian wilayah negara jatuh ke tangan musuh.

Adapun maksud dari menyerahkan seluruh bagian wilayah bagian negara ke tangan musuh yaitu bermaksud agar Negara Indonesia yang berdaulat berakhir yang kemudian akan menjadi negara yang berada dibawah penjajahan negara lain. Maksud dari kata “sebagian” adalah tidak seluruh bagian Negara Indonesia yang jatuh melainkan bagian tertentu seperti misalnya pulau jawa atau bagian lebih kecil dari pulau jawa.
Supaya memisahkan sebagian dari wilayah negara.

Memisahkan sebagian wilayah dari negara yang berdaulat memliki arti yaitu membuat negara tersebut yang memisahkan diri agar bisa berdaulat sendiri, seperti misalnya wilayah Maluku menjadi Republik Maluku Selatan.
Permufakatan jahat dalam Pasal 107 KUHP

Pasal 107 KUHP menyebutkan; “Makar dengan maksud untuk menggulingkan pemerintah, diancam dengan pidana penjara paling lama 15 tahun (ayat 1), dan bahwa para pemimpin dan para pengatur makar tersebut dalam ayat (1), diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara paling lama 20 tahun (ayat 2)”.

Pasal 88 KUHP menyebutkan bahwa dengan penggulingan pemerintah dimaksudkan meniadakan atau mengubah secara tidak sah bentuk pemerintah menurut Undang-Undang Dasar. Pengertian meniadakan atau menghancurkan bentuk pemerintahan berdasarkan Undang-Undang Dasar, menurut R. Wirjono Prodjodikoro yaitu, menghapuskan keseluruhan bentuk pemerintahan menurut Undang-Undang dan menggantikannya dengan bentuk lain secara keseluruhan, contohnya seperti bentuk Negara Republik menjadi bentuk Negara Kerajaan, atau contoh lainnya seperti mengahapus Undang-Undang Dasar secara keseluruhan dan menggantikannya dengan yang baru.

Permufakatan jahat dalam Pasal 108 KUHP.

Pasal 108 ayat (1) KUHP menyebutkan : “Barang siapa bersalah karena pemberontakan, diancam dengan pidana penjara paling lama 15 tahun : 

Orang yang melawan pemerintah Indonesia dengan senjata; 

Orang yang dengan maksud melawwan pemerintah Indonesia menyerbu bersama-sama atau menggabungkan diri pada gerombolan yang melawan pemerintah dengan senjata”.

Pasal 108 ayat (2) KUHP menyebutkan; “Para pemimpin dan para pengatur pemberontakan diancam dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 15 tahun” Jadi ayat yang berkenan dengan delik permufakatan jahat yaitu ayat (1), diancam dengan pidana penjara selama 15 tahun:

Orang yang mengadakan permufakatn jahat untuk melakukan perlawanan terhadap pemerintah Indonesia dengan menggunakan senjata; 

Orang yang mengadakan permufakatan jahat untuk melakukan penyerbuan bersama-sama atau bergabung dengan gerombolan yang melawan Indonesia.

BAB III

METODE PENELITIAN

Sifat Penelitian.

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yaitu penelitian yang menggambarkan, menelaah, menjelaskan serta menganalisa peraturan perundang-undangan yang berkaitan pada tujuan penelitian ini. Tujuan dalam penelitian deskriptif adalah untuk menggambarkan secara tepat sifat-sifat individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan frekuensi atau penyebaran suatu gejala atau frekuensi adanya hubungan tertentu antara gejala dan gejala lain dalam masyarakat.
 Maksud utama analisis terhadap bahan hukum adalah mengetahui makna yang dikandung oleh istilah-istilah yang digunakan dalam aturan undang-undang secara konsepsional, sekaligus mengetahui penerapannya dalam praktik.

Jenis Penelitian.

Jenis penelitian hukum yang digunakan adalah yuridis normatif  yaitu suatu penelitian yang menempatkan norma sebagai obyek penelitian, baik norma hukum dalam peraturan perundang-undangan, norma hukum yang bersumber dari suatu undang-undang
. 

Sumber Data
Sumber data dalam penelitian ini didapatkan melalui data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan sebagai sumber data tersebut dibaca, ditelaah dan dikutip hal-hal yang diperlukan sesuai kebutuhan penelitiannya. Data sekunder diperoleh melalui:

Pengumpulan data merupakan salah satu tahapan dalam proses penelitian yang sifatnya mutlak untuk dilakukan karena data merupakan sumber yang akan diteliti. Pengumpulan data difokuskan pada pokok permasalahan yang ada, sehingga dalam penelitian tidak terjadi penyimpangan dan kekaburan dalam pembahasannya. 

Bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian hukum normatif yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Data sekunder dibidang hukum dipandang dari sudut kekuatan mengikatnya dapat dibedakan menjadi:

Bahan Hukum Primer :

Bahan hukum primer terdiri dari asas dan kaidah hukum. Perwujudan asas dan kaidah hukum ini berupa :

UUD 1945 Hasil Amandemen dan Proses  Amandemen UUD 1945 secara lengkap (pertama 2009-keempat 2002).
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
Bahan Hukum Sekunder terdiri atas buku-buku hukum (text book), jurnal-jurnal hukum, karya tulis hukum atau pandangan ahli hukum yang termuat dalam media masa, kamus dan ensiklopedia hukum, internet dengan menyebut nama situsnya.

Bahan hukum tertier yaitu bahan yang member petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus umum, kamus hukum, ensiklopedia dan lain sebagainya.

Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah meliputi studi dokumen untuk mendapatkan konsepsi teori atau doktrin, pendapat atau pemikiran konseptual dan penelitian pendahuluan yang berhubungan dengan objek yang diteliti dapat berupa peraturan perundang-undangan dan karya ilmiah, dan kasus-kasus yang terjadi melalui putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum.

Analisis Data

Analisis data menurut Soerjono Soekanto dan  Sri Mamudji adalah sebuah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori dan kesatuan uraian dasar.
 Data sekunder yang telah diperoleh kemudian disistemasikan, diolah dan diteliti dan dianalisis dengan metode deskriptif melalui pendekatan kualitatif.

Menurut Soerjono Soekanto dan  Sri Mamudji, analsis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang dapat diceritakan pada orang lain.
 Sehingga dapat menggambarkan secara menyeluruh dan sistematis tentang hasil dari penelitian ini. Dengan demikian kegiatan analisis ini diharapkan dapat menghasilkan kesimpulan sesuai dengan permasalahan dan tujuan penelitian.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pengaturan  Hukum Terhadap Tindak Pidana Permufakatan Jahat, Percobaan Dan Penyelesaian Tindak Pidana Makar.
KUHP sendiri tidak terdapat pasal yang menguraikan secara pasti mengenai definisi dari makar sendiri. KUHP hanya menjelaskan perbuatan-perbuatan yang dapat digolongkan sebagai makar. Berdasarkan uraian pasal pasal yang terkait tentang pidana makar dalam KUHP, maka dapat dilihat bahwa pengaturan tindak pidana makar memiliki beberapa jenis yang dibedakan berdasarkan perbuatan dan subjek dan objeknya.

Pasal 104 KUHP dimaksudkan etika seseorang melakukan perbuatan dengan maksud untuk membunuh, atau merampas kemerdekaan, atau meniadakan kemampuan Presiden atau Wakil Presiden memerintah, Adapun dalam pasal ini terdapat 3 macam tindakan yaitu membunuh, merampas kemerdekaan, dan meniadakan kemampuan. Membunuh presiden atau dengan kata lain yaitu menghilangkan nyawa, merampas kemerdekaan adalah ketika seseorang menculik dan mengikat sehingga tidak dapat bergerak sama sekali, sedangkan meniadakan kemampuan dapat dilakukan dengan cara melakukan kekerasan atau memberikan obat-obat sehingga menjadi lumpuh atau tidak dapat berpikir sebagaimana seharusnya, diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup pidana penjara sementara paling lama dua puluh tahun.

Pasal 106 KUHP dimaksudkan ketika seluruh atau sebagian wilayah Negara jatuh ke tangan musuh atau memisahkan sebagian dari wilayah negara, seluruh atau sebgaian wilayah Negara jatuh ke tangan musuh diartikan menyerahkan wilayah Negara itu pada kekuasaan Negara Asing, sedangkan memisahkan sebagian dari wilayah Negara adalah membuat salah satu wilayah di suatu Negara memisahkan diri dan menjadi suatu Negara yang baru atau bisa dikatakan sebagai Negara Merdeka atau berdaulat yang baru, diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara lama dua puluh tahun.

Pada Pasal 107 KUHP dimaksudkan makar dengan maksud untuk menggulingkan pemerintah, dalam Kitab Undang- Undang Hukum Pidana sendiri arti dari menggulingkan pemerintahan dapat ditemukan dalam Pasal 88 bis yaitu menggulingkan pemerintah yaitu meniadakan atau mengubah secara tidak sah bentuk pemerintahan menurut Undang-Undang dasar, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun sedangkan para pemimpin dan para pengatur makar diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara paling lama dua puluh tahun.

Pasal 110 KUHP dimaksudkan Permufakatan jahat untuk melakukan kejahatan pada Pasal 104, 106, dan 107. Permufakatan sendiri memiliki arti ketika ada dua oraang atau lebih bersama-sama bersepakat untuk melakukan kejahatan. Pasal 110 KUHP merupakan bukti pentingnya terhadap tindak pidana yang bersagkutan sehingga tindak pidana tersebut dapat diberantas atau dicegah pada waktu masih direncanakan agar dapat diberantas sebelum dilakukan.

Pada Pasal 139a KUHP ini dimaksudkan melepaskan wilayah atau daerah lain dari suatu negara sahabat untuk seluruhnya atau sebagian dari kekuasaan pemerintah yang berkuasa disitu pada Pasal 139a memiliki arti yang mirip dengan Pasal 106 KUHP hanya saja terdapat perbedaan dimana Pasal 139a KUHP mengkhususkan pada Negara-Negara sahabat, diancam dengan pidana paling lama lima tahun.

Pada Pasal 139b KUHP dimaksudkan meniadakan atau mengubah secara tidak sah bentuk pemerintahan negara sahabat atau daerah yang lain, Pasal 139b KUHP memiliki arti perbuatan yang sama dengan Pasal 107 namun perbedaannya terdapat pada Pasal 139b KUHP yang dimaksud adalah Negara sahabat, diancam dengan pidana paling lama empat tahun. Pada Pasal 140 KUHP ini dimaksudkan makar terhadap nyawa atau kemerdekaan raja yang memerintah atau kepala negara sahabat, dalam Pasal 140 KUHP bila makar terhadap nyawa dilakukan dengan rencana terlebih dahulu atau berakibat kematian, diancam dengan pidana pernjara paling lama dua puluh tahun, bila makar terhadap nyawa dilakukan dengan rencana terlebih dahulu serta berakibat kematian diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun.

Selain yang sudah diuraikan di atas, terdapat juga beberapa pasal yang berkaitan dengan Makar khususnya Permufakatan jahat dalam Tindak Pidana Makar, yaitu Pasal 53, Pasal 55, Pasal 87, Pasal 88, dan Pasal 160 KUHP.

Pasal 53 KUHP : “Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya, pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri.”

Adapun dalam Pasal 53 ayat 1 terdapat 3 syarat yang harus terpenuhi agar pelaku dapat dipidana karena melakukan percobaan kejahatan, yaitu:

Adanya niat

Adanya permulaan pelaksanaan

Pelaksanaan itu tidak selesai bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya.

Pasal 55 KUHP

Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

Permufakatan jahat terdapat beberapa pelaku yang terlibat dan peran yang berbeda yaitu melakukan, yang melakukan dan ada yang turut serta melakukan perbuatan pidana tersebut.

Pasal 87 KUHP : “Dikatakan ada makar untuk melakukan suatu perbuatan, apabila niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanan seperti di maksud dalam Pasal 53”

Syarat suatu perbuatan atau suatu keadaan yang dapat dikatakan Makar dalam KUHP sendiri sudah diuraikan dalam Pasal 87 yaitu Makar dikatakan terjadi apabila niat itu telah ada dan adanya permulaan pelaksanaan seperti yang dimaksud dalam pasal 53.

Pasal 88 KUHP : “Dikatakan ada permufakatan jahat, apabila dua orang atau lebih telah sepakat akan melakukan kejahatan.”

Dalam Pasal 88 seperti yang telah disebutkan diatas memberikan uraian mengenai permufakatan jahat serta syarat terjadinya permufakatan jahat yaitu dikatakan ada permufakatan jahat, apabila dua orang atau lebih telah sepakat akan melakukan kejahatan. Mengetahui sedari awal Permufakatan dalam tindak pidana makar ini merupakan penting sehingga tindak pidana tersebut dapat diberantas atau dicegah pada waktu masih direncanakan agar dapat diberantas sebelum dilakukan.

Pasal 160 KUHP : “Barang siapa dimuka umum dengan lisan atau tulisan menghasut supaya melakukan perbuatan pidana, melakukan kekerasan terhadap penguasa umum atau tidak menuruti baik ketentuan undang-undang maupun perintah jabatan yang diberikan berdasar ketentuan undang-undang maupun perintah jabatan yang diberukan berdasar ketentuan undang-undang”

Dalam Pasal 160 KUHP mengatakan bahwa penghasutan hanya dapat dilakukan jika hasutan tersebut dilakukan di tempat-tempat umum, atau tempat dimana publik dapat melihat dan mendengarkan, hal tersebut dimaksudkan agar terjadi perbuatan yang melawan hukum dan menentang kekuasaan umum. Jadi dalam tindak pidana makar penghasutan hanya dapat dikatakan terjadi apabila dilakukan di muka umum atau publik.

Berdasarkan uraian dari pasal-pasal tersebut penulis berpendapat bahwa, Tindak pidana dikatakan terjadi apabila, adanya niat, permulaan pelaksanaan, dan pelaksanaan itu telah selesai bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya yang telah diatur dalam Pasal 53 KUHP. 

Secara spesifik sendiri dalam KUHP mengenai mulainya perbuatan makar dikatakan suatu perbuatan makar dapat dikatakan terjadi, apabila niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan seperti dalam Pasal 53 KUHP. Makar hanya dapat terjadi dan dihukum apabila pelaku telah melakukan permulaan pelaksanaan.

Tindak pidana makar tentunya terdapat juga tindak pidana permufakatan yaitu makar yang dilakukan dengan direncanakan sebelumnya dan secara bersama-sama, dalam KUHP sendiri istilah Permufakatan jahat adalah dua orang atau lebih telh sepakat melakukan kejahatan sesuai dengan Pasal 88 KUHP.

Apabila suatu perbuatan makar dilakukan secara bersama sama maka pelaku yang ikut berperan memiliki perannya masing-masing dan berbeda untuk mengklasifikasikannya peran peran pelaku tersebut telah diatur dalam Pasal 55 KUHP yaitu yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang ikut serta melakukan.

Makar yang disertai dengan penghasutan seperti yang telah diatur dalam Pasal 160 KUHP dimana penghastutan harus dilakukan di muka umum atau diruang publik agar dapat didengar dan dilihat, contohnya seperti yang kita ketahui tentunya untuk tujuan dari perbuatan makar itu sendiri menghasut orang lain untuk melakukan makar dengan maksud menggulingkan pemerintah yang sah dapat dikenakan Pasal 160 KUHP. 

Penghasutan tersebut dilakukan untuk melawan penguasa yang sah dengan cara kekerasan atau tindak pidana lain. Negara merupakan organisasi yang besar, mempunyai tugas untuk pelaksanaan usaha pencapaian tujuan secara nasional dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan kelestarian kehidupan bangsa dan negara. KUHP telah terdapat beberapa pasal yang mengatur atau berkaitan dengan tindak pidana Makar namun definisi dari Makar itu sendiri secara spesifik tidak ada, melainkan hanya menguraikan kapan dikatakan makar terjadi serta jenis jenis makar, Penulis berpendapat bahwa makar seharusnya lebih diperjelas definisinya agar tidak dapat kekeliruan dalam penentuan suatu perbuatan dikatakan makar.

Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Permufakatan Jahat, Percobaan Dan Penyelesaian Tindak Pidana Makar.
Penerapan hukum pidana apabila dilihat dari suatu proses kebijakan, maka pada hakikatnya merupakan penegakan kebijakan yang melalui beberapa tahapan. Pertama, tahan formulasi yakni tahap penegakan hukum in abstracto oleh badan pembuat undang-undang (tahap legislatif). Kedua, tahap aplikasi yakni tahap penerapan hukum pidana oleh aparat penegak hukum mulai dari kepolisian sampai ke pengadilan (tahap yudikatif). Ketiga, tahap eksekusi yakni tahap pelaksanaan hukum pidana tersebut secara konkret oleh para aparat pelaksana pidana (kebijakan eksekutif atau administratif).

Perihal penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana permufakatan jahat untuk makar tergantung dari pPasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepada pelaku yang telah terbukti melakukan tindak pidana tersebut, dilihat dari barang bukti, para saksi dan fakta yang terungkap dalam persidangan, kemudian dari situlah dilaksanakan musyawarah untuk menjatuhkan hukumannya.

Penerapan hukum bukan saja menggunakan keterampilan logika, tetapi juga ditentukan oleh pertimbangan-pertimbangan mroal sesuai dengan fakta atau peristiwa konkrit yang dihadapi hakim sebelum menjatuhkan hukuman. Hakim terlebih dahulu haruslah mengetahuo secara obyektif tentang duduk perkara yang sebenarnya sebagai bahan dasar putusannya bukan secara apriori, menemukan putusannya sedang pertimbangannya baru kemudian dikontruir atau direka pertimbangan-pertimbangannya 

Dalam putusan hakim keadilan yang ingin dicapai untuk diwujudkan dan dipertanggungjawabkan adalah keadilan yang berorientasi pada keadilan hukum atau legal justice, keadilan masyarakat atau social justice dan juga keadilan moral atau moral justice. Seseorang dapat dijatuhi hukuman/pidana apabila : adanya perbuatan pidana, ada orang yang melakukan, orang tersebutmempunyai kesalahan, kesalahan tersebut dapat dipertanggungjawabkan, terdapat dua alat bukti, adanya keyakinan hakim dalam pemeriksaan. 

Penjatuhan pidana kepada para pelaku tindak pidana permufakatan jahat untuk makar didasarkan pada teori dan hasil penelitian yang tentunya saling berkaitan sehingga mendapatkan hasil yang maksimal dalam tataran teori dan praktek. Hakim dalam menentukan kriteria tindak pidana permufakatan jahat untuk makar yang menjadi pijakan utama yakni melihat dakwaan atau apa yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan menganalisa dan juga mempertimbangkan segala hal serta dengan Pasal 184 KUHAP perihal alat-alat bukti yang dipergunakan dalam persidangan. Surat dakwaan harus memenuhi sayarat formal dan materiil yang ditentukan dalam Pasal 143 ayat (2) KUHAP. 

Hakim dalam pertimbangannya terhadap para pelaku yang telah melakukan tsuatu tindak pidana permufakatan jahat untuk makar, sebagaimana bentuk tindak pidana pada Pasal 110 ayat (1) KUHP yakni unsur dengan maksud bermufakat untuk melakukan salah satu kejahatan makar yakni terhadap Presiden atau Wakil Presiden (Pasal 104 KUHP), menaklukkan daerah negara seluruhnya atau sebagian (Pasal 106 KUHP), menggulingkan pemerintahan (Pasal 107 KUHP), pemberontakan bersenjata (Pasal 108 KUHP). 

Seseorang dapat dipersalahkan melakukan makar bukan saja karena pelaku telah benar-benar menghasilkan suatu kejahatan karena tindak pidana makar itu sendiri memang tidak diperlukan untuk selesai karena berdasarkan Pasal 87 KUHP makar telah dianggap terjadi segera setalah maksud atau niat dari para pelaku telah menjadi nyata ke dalam suatu bentuk permulaan pelaksanaan seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 KUHP. Dalam membuktikan tindak pidana permufakatan jahat untuk makar, hakim melihat bahwa para pelaku telah mempunya suatu kesepakatan untuk melakukan tindakan makar seperti halnya pada kasus oknum dari Organisasi Papua Merdeka (OPM), Republik Maluku Selatan (RMS) dan lain sebagainya yang bertujuan untuk kemerdekaan tersendiri di daerahnya. Makar merupakan suatu serangan yang dimana objek dalam penyerangan tersebut adalah kedaulatan atas daerah negara.

Berkaitan dengan teori pemidanaan bahwa pemidanaan sebagai suatu tindakan terhadap para pelaku tindak pidana agar tidak lagi melakukan tindak pidana yang sama, bukan sebagai upaya balas dendam melainkan sebagai upaya pembinaan bagi para pelaku dan sebagai upaya pencegahan agar tindak pidana tersebut tidak terjadi lagi selain itu juga agar terciptanya keamanan dalam lingkungan masyarakat. 

Ancaman hukuman bagi para pelaku tindak pidana permufakatan jahat untuk makar sama dengan ancaman hukuman bagi para pelaku kejahatan makar kategori Pasal 104, 106, 107 dan 108 yakni hukuman mati atau penjara seumur hidup atau penjara sementara maksimal 20 tahun. Bukan hanya pelaku yang melakukan permufakatan jahat untuk makar yang diancam hukuman sama, akan tetapi bagi oknum yang menyediakan atau mempersiapkan atau memudahkan dari salah satu bentuk kejahatan makar maka ancaman hukuman yang sama akan diperoleh.

Penjatuhan pidana oleh hakim yang berdasarkan ketentuan Pasal 55 KUHP dapat diketahui bahwa orang yang dapat dihukum sebagai pelaku tindak pidana dapat diklasifikasikan atas : 

Mereka yang melakukan tindak pidana (plegen) 

Mereka yang menyuruh orang lain untuk melakukan tindak pidana (doen plegen) 

Mereka yang ikut serta melakukan tindak pidana (medeplegen) 

Mereka yang menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana (uitlokken).

Penyertaan dalam tindak pidana permufakatan jahat untuk makar yang dilakukan oleh para pelaku akan memenuhi syarat apabila kerja sama yang disadari antara para pelaku sebagai perwujudan kehendak bersama ketika mereka melakukan tindak pidana dan para pelaku bersama-sama melakukan seluruh atau sebagian dari unsur-unsur tindak pidana tanpa mempersoalkan siapa yang melakukan perbuatan terakhir sehingga terciptanya suatu tindak pidana yang penting bagi para pelaku telah melakukan perbuatan pelaksanaan. 

Terkait teori pertanggungjawaban pidana dalam penelitian ini bahwa seseorang hanya dapat dibebani tanggung jawab perbuatan yang dilakukan para terdakwa merupakan perbuatan melawan hukum. Perbuatan melawan hukum merupakan setiap perbuatan yang tidak boleh dilakukan baik menurut undang maupun norma ataupun kaidah yang hidup di masyarakat dalam bentuk perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain maupun juga yang tidak didasari oleh suatu hak. 

Menurut Chairul Huda bahwa dasar adanya tindak pidana adalah asas legalitas, sedangkan dapat dipidananya pembuat adalah atas dasar kesalahan, hal ini berarti bahwa seseorang akan mempunyai pertanggung jawaban pidana bila ia telah melakukan perbuatan yang salah dan bertentangan dengan hukum. Pada hakikatnya pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk mekanisme yang diciptakan untuk berekasi atas pelanggaran suatu perbuatan tertentu yang telah disepakati.

Adanya pertanggungjawaban pidana diperlukan syarat bahwa pembuat mampu bertanggung jawab. Tidaklah mungkin seseorang dapat dipertanggungjawabkan apabila ia tidak mampu bertanggung jawab.
 Pidana penggelapan dalam jabatan apabila ditinjau dari aspek hukum pidana positif Indonesia, maka perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai suatu tindak pidana. 

Pertanggungjawaban pidana mengandung asas kesalahan (asas culpabilitas), yang didasarkan pada keseimbangan monodualistik (suatu paham yang menganggap bahwa hakekat sesuatunya adalah merupakan dua unsur yang terikat menjadi satu kebulatan) bahwa asas kesalahan yang didasarkan pada nilai keadilan harus disejajarkan berpasangan dengan asas legalitas yang didasarkan pada nilai kepastian.

Prinsip pertanggungjawaban pidana didasarkan pada asas kesalahan (asas  culpabilitas) yang secara tegas menyatakan, bahwa tiada pidana tanpa kesalahan. Artinya, seseorang baru dapat dimintai pertanggungjawaban dalam hukum pidana karena telah melakukan perbuatan yang bersifat melawan hukum apabila dalam diri orang itu terdapat kesalahan. 

Pertanggungjawaban pidana diterapkan dengan pemidanaan, yang bertujuan untuk mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat menyelesaikan konflik yang ditimbulkan, memulihkan keseimbangan, mendatangkan rasa damai dalam masyarakat, memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang baik dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

Simons dalam Tongat menguraikan pengertian kesalahan sebagai berikut kesalahan adalah keadaan bathin yang tertentu dari pembuat dan hubungan antara keadaan bathin (dari pembuat) tersebut dengan perbuatannya yang sedemikian rupa, sehingga pembuat dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dan untuk adanya kesalahan terdapat dua syarat yang harus dipenuhi yaitu:

Untuk adanya kesalahan harus ada keadaan bathin yang tertentu dari pembuat. Keadaan bathin yang tertentu tersebut adalah keadaan bathin yang normal yaitu keadaan bathin atau jiwa yang tidak cacat baik dalam pertumbuhannya maupun karena terganggu oleh sesuatu penyakit.

Untuk adanya kesalahan juga harus ada hubungan antara keadaan bathin pembuat dengan perbuatannya yang sedemikian rupa, sehingga pembuat dapat dicela atas perbuatannya.

Sesuai teori hukum pidana Indonesia, terdapat dua bentuk kesengajaan (dolus) yaitu: dan  dolus eventualis. terdiri dari dua macam, yaitu sebagai berikut:

Dolus malus hakikatnya merupakan inti dari gabungan teori pengetahuan (voorstelling theorie) dan teori kehendak (wilstheorie). Menurut teori pengetahuan seseorang sudah dapat dikatakan sengaja melakukan perbuatan pidana jika saat berbuat orang tersebut mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya itu merupakan perbuatan yang dilarang oleh hukum. Teori kehendak menyatakan bahwa seseorang dianggap sengaja melakukan suatu perbuatan pidana apabila orang itu menghendaki dilakukannya perbuatan itu. Kesengajaan merupakan kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan sepertiyang dirumuskan dalam undang-undang

Dolus eventualis adalah sengaja yang bersifat kemungkinan. Dikatakan demikian karena pelaku yang bersangkutan pada waktu melakukan perbuatan untuk menimbulkan suatu akibat yang dilarang oleh undang-undang telah menyadari kemungkinan akan timbulnya suatu akibat lain dari akibat yang memang dikehendaki. Jika kemungkinan yang disadari itu kemudian menjadi kenyataan, maka terhadap kenyataan tersebut dikatakan mempunyai suatu kesengajaan.

Unsur kesengajaan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan jalan melawan hukum. Syarat dari melawan hukum harus selalu dihubungkan dengan alat-alat penggerak atau pembujuk yang dipergunakan. Perbuatan melawan hukum karena kelalaian (culpa) terletak antara sengaja dan kebetulan, bagaimanapun juga culpa dipandang lebih ringan dibanding dengan sengaja, oleh karena itu delik culpa, merupakan delik semu (quasideliet) sehingga diadakan pengurangan pidana. Delik culpa mengandung dua macam, yaitu delik kelalaian yang menimbulkan akibat dan yang tidak menimbulkan akibat, tapi yang diancam dengan pidana ialah perbuatan ketidakhatian itu sendiri, perbedaan antara keduanya sangat mudah dipahami yaitu kelalaian yang menimbulkan akibat dengan terjadinya akibat itu maka diciptalah delik kelalaian, bagi yang tidak perlu menimbulkan akibat dengan kelalaian itu sendiri sudah diancam dengan pidana.

Dilihat dari sudut terjadinya tindakan yang dilarang, seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakan-tindakan tersebut, apabila tindakan tersebut melawan hukum serta tidak ada alasan pembenar atau peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya. Dilihat dari sudut kemampuan bertanggung jawab, maka hanya seseorang yang mampu bertanggung jawab yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. Tindak pidana jika tidak ada kesalahan adalah merupakan asas pertanggungjawaban pidana, oleh sebab itu dalam hal dipidananya seseorang yang melakukan perbuatan sebagaimana yang telah diancamkan, ini tergantung dari soal apakah dalam melakukan perbuatan ini dia mempunyai kesalahan.

Pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif yang ada memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu. Dasar adanya perbuatan pidana adalah asas legalitas, sedangkan dasar dapat dipidananya pembuat adalah asas kesalahan. Ini berarti pembuat perbuatan pidana hanya akan dipidana jika ia mempunyai kesalahan dalam melakukan perbuatan pidana tersebut. 

Pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban pidana hanya dapat dilakukan terhadap seseorang yang melakukan tindak pidana.
 Terjadinya pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang. Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas kesepakatan menolak suatu perbuatan tertentu

Berdasarkan hal tersebut maka pertanggungjawaban pidana atau kesalahan menurut hukum pidana, terdiri atas tiga syarat, yaitu: 

Kemampuan bertanggung jawab dari orang yang melakukan perbuatan (toerekeningsvatbaarheid van de dader).

Hubungan bathin tertentu dari orang yang melakukan perbuatan itu dapat berupa kesengajaan atau kealpaan.

Tidak terdapat dasar alasan yang menghapus tanggung jawab pidana bagi  pembuat atas perbuatannya itu.

Berbicara mengenai suatu tindak pidana yang dilakukan seseorang, maka harus diketahui apakah dapat dimintanya pertanggungjawaban pelaku atas tindak pidana yang dilakukannya, yang terdiri dari unsur:

Kesalahan

Dipidananya seseorang tidaklah cukup apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum, sehingga meskipun perbuatannya memenuhi rumusan delik dalam undang-undang dan tidak dibenarkan, namun hal tersebut belum memenuhi syarat untuk penjatuhan pidana. Pemidanaan masih memerlukan adanya syarat bahwa orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah. Mengingat asas tiada pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan, maka pembuat dapat dipertanggungjawabkan jika mempunyai kesalahan. Mampu bertanggungjawab adalah syarat kesalahan sehingga bukan merupakan bagian dari kesalahan itu sendiri.

Dasar untuk adanya kesalahan hakikatnya adalah pencelaan dari masyarakat. Artinya apabila seseorang melakukan suatu perbuatan dan  karena perbuatan itu pelaku dicela oleh masyarakat, maka berarti dalam diri pelaku itu terdapat kesalahan. Pencelaan itu merupakan pencelaan dari masyarakat pada umumnya buka sekedar pencelaan dari kelompok masyarakat tertentu.

Seseorang dapat dinyatakan bersalah dan dapat dipertanggungjawabkan perbuatan pidana sehingga dapat dipidana apabila telah memenuhi unsur-unsur kesalahan dalam arti luas, sekaligus sebagai unsur subjektif. Syarat pemidanaan tersebut, meliputi:

Kesengajaan.

Sengaja berdasarkan memorie van toelichting (memori penjelasan) adalah merupakan kehendak yang disadari yang ditujukan untuk melakukan kejahatan tersebut. Menurut teori kehendak, kesengajaan adalah kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan seperti dirumuskan dalam wet, sedangkan menurut yang lain kesengajaan adalah kehendak untuk berbuat dengan mengetahui unsur-unsur yang diperlukan menurut rumusan wet.
 

Menurut Memory van Toelichting bahwa kesengajaan mengandung pengertian adanya kehendak dan adanya kesadaran/pengetahuan dalam diri seseorang yang melakukan perbuatan (pidana). Seseorang dikatakan dengan sengaja melakukan suatu perbuatan (pidana) apabila orang itu menghendaki terhadap dilakukannya perbuatan itu dan menyadari/mengetahui terhadap apa yang dilakukannya itu.
 

Kelalaian (Culva).
Menurut Tongat bahwa yang dimaksud dengan kelalaian adalah kekurangan pemikiran yang diperlukan, kekurangan pengetahuan/ pengertian yang diperlukan, Kekurangan dalam kebijaksanaan yang disadari.

Dapat dipertanggungjawabkan.
Dapat dipertanggungjawabkan maksudnya ia ada pada suatu keadaan jiwa pembuat, yang memiliki cukup akal dan kemauan, oleh karena cukup mampu untuk mengerti arti perbuatannya dan sesuai dengan pandangan itu untuk menentukan kemauannya. Kemampuan berfikir terdapat pada orang-orang normal dan oleh sebab itu kemampuan berfikir dapat diduga pada pembuat. Dengan kata lain dapat dipertanggungjawabkan perbuatan pidana itu kepada pelaku apabila pelaku mempunyai kemampuan berfikir dan menginsyafi arti perbuatannya.

Berdasarkan pendapat tersebut, maka kesalahan itu mengandung unsur pencelaan terhadap seseorang yang telah melakukan tindak pidana. Pencelaan di sini bukan pencelaan berdasarkan kesusilaan tetapi pencelaan berdasarkan hukum yang berlaku.

Kemampuan bertanggung jawab.

Pertanggungjawaban pidana memerlukan syarat bahwa pembuat mampu bertanggung jawab, karena tidaklah mungkin seseorang dapat dipertanggungjawabkan apabila ia tidak mampu bertanggung jawab. Simons mengatakan bahwa kemampuan bertanggung jawab adalah suatu keadaan psikis, yang membenarkan adanya penerapan suatu upaya pemidanaan, baik di lihat dari sudut umum ataupun orangnya. Seseorang mampu bertanggung jawab jika jiwanya sehat, yakni apabila:

Kemampuan untuk membeda-bedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yag sesuai hukum dan yang melawan hukum

Kemampuan untuk menentukan  kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi.

Keadaan yang dapat menjadi alasan tidak dipertanggung jawabkannya pembuat atas perbuatannya/kemampuan bertanggung jawab yakni:

Apabila pembuat tidak ada kebebasan untuk memilih antara berbuat dan tidak berbuat mengenai apa yang dilarang atau diperintahkan oleh undang-undang; 

Apabila pembuat berada dalam suatu keadaan yang sedemikian rupa, sehingga dia tidak dapat menginsyafi bahwa perbuatannya itu bertentangan dengan hukum dan tidak dapat menentukan akibat perbuatannya.

Alasan penghapus pidana

Ilmu hukum pidana mengadakan pembedaan antara dapat dipidananya perbuatan dan dapat dipidananya pembuat, penghapusan pidana ini menyangkut perbuatan dan pembuatnya, sehingga dibedakan dalam dua jenis alasan penghapusan pidana (umum), yakni:

Alasan pembenar, yakni alasan yang menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan, meskipun perbuatan itu telah memenuhi rumusan delik dalam undang-undang, kalau perbuatannya tidak melawan hukum maka tidak mungkin ada pemidanaan. 

Alasan pemaaf yakni menyangkut pribadi pembuat, dalam arti bahwa orang ini tidak dapat dicela, (menurut hukum) dengan kata lain ia tidak bersalah atau tidak dapat dipertanggungjawabkan, meskipun perbuatannya merupakan perbuatan pidana akan tetapi pelakunya tidak dapat dipidana. 

Bertanggung jawab atas suatu tindak pidana berarti bahwa yang bersangkutan secara sah dapat dikenakan pidana karena tindakan yang dilakukan nya itu. Suatu tindak pidana dapat dikenakan secara sah apabila untuk tindakan tersebut telah ada aturannya dalam suatu undang-undang, dan undang-undang itu berlaku atas tindakan yang telah dilakukannya.

Terhadap pertanggungjawaban pidana hanya akan dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana. dalam KUHP Pasal 55 secara eksplisit menentukan siapa yang disebut sebagai pelaku, yaitu: 

Orang yang melakukan (dader) sendiri, yaitu adalah orang yang melakukan sendiri suatu tindak pidana. Sedangkan pelakunya adalah tunggal. Dalam tindak pidana yang pelakukanya tunggal orang yang melakukan adalah setiap orang yang memenuhi semua unsur dari yang terdapat dalam perumusan delik. 

Orang yang menuruh melakukan (doen plegen), yaitu seseorang yang berkehendak melakuka suatu tindak pidana, tetapi ia tidak melakukannya sendiri dengan menyuruh orang lain untuk melakukannya. 

Orang yang turut melakukan (medeplegen), yaitu beberapa orang yang dengan kesadarannya sendiri melakukan suatu perbuatan pidana secara bersama-sama. 

Orang yang membujuk/menggunakan orang lain (vitlokhing), yaitu orang yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan meyalahgunakan kekuasaan atau martabat, kesempatan sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan pidana.
 

Pelaku tindak pidana, maka dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana yaitu dikenakan sanksi pidana atau hukuman. Khusus mengenai masalah  hukuman sebagai salah satu masalah pokok hukum pidana, persoalan yang sangat penting adalah mengenai konsep tujuan pemidanaan yang ingin mencari dasar pembenaran dari pidana sebagai usaha untuk menjadikan pidana lebih fungsional.
Niniek Suparni menyebutkan bahwa hukuman adalah nestapa yang diberikan oleh negara kepada seseorang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang (hukum pidana), sengaja agar dirasakan sebagai nestapa. Pidana itu disatu sisi tidak hanya dimaksudkan untuk memberikan penderitaan kepada pelanggar atau membuat jera, tetapi di sisi yang lain juga agar membuat pelanggar dapat kembali hidup bermasyarakat sebagaimana layaknya. Dua sisi inilah yang dikenal dalam hukum pidana sebagai pedang bermata dua.

Berdasarkan pendapat para ahli yang dikemukakan  di atas, maka suatu pidana harus:

Mengandung penderitaan atau konsekuensi lain yang tidak  menyenangkan.

Dikenakan pada seorang yang benar-benar atau disangka benar melakukan tindak pidana

Dikenakan berhubung suatu tindak pidana yang melanggar ketentuan hukum.

Dilakukan dengan sengaja oleh orang selain pelaku tindak pidana.

Dijatuhkan dan dilaksanakan oleh penguasa sesuai dengan ketentuan suatu sistim hukum yang dilanggar oleh tindak pidana tersebut.

Penjatuhan pidana atau hukuman adalah merupakan reaksi sosial antara lain:

Terjadi berhubung dengan adanya pelanggaran terhadap suatu aturan hukum.

Dijatuhkan dan dilaksanakan oleh orang-orang yang berkuasa sehubungan dengan tertib hukum yang dilanggar.

Mengandung penderitaan atau paling tidak konsekuensi lain yang tidak menyenangkan.

Menyatakan pencelaan terhadap pelanggar.

Berdasarkan ruang lingkup pemidanaan tersebut dapat diketahui bahwa pidana selalu mengandung unsur-unsur:

Pada hakekatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan.

Diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang).

Dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang.

Dihubungkan dengan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana permufakatan jahat terhadap keamanan negara sebagaimana dalam perkara putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 183/Pid.B/2024/PN Amb, maka sanksi pidana atau pertanggungjawaban  bagi orang yang melakukan tindak pidana permufakatan jahat terhadap keamanan negara sebagaimana diatur dalam Pasal 110 ayat (2) ke-3 KUHPidana, maka peerbuatan terdakwa yang telah memenuhi  unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Unsur barang siapa

Barang siapa adalah selaku subyek hukum, baik orang atau badan hukum yang memiliki hak dan kewajiban hukum serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum. Subjek hukum yang dimajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam persidangan adalah Terdakwa dan setelah ditanyakan identitasnya mengaku bernama Josephien Tanasale Alias Nona yang sepanjang persidangan perkara ini dilangsungkan, Majelis Hakim cukup memperhatikan keadaan dan sikap Terdakwa yang sehat jasmani dan Rohani serta mampu menjawab segala pertanyaan yang diajukan secara baik, sehingga dapat disimpulkan Terdakwa adalah orang yang memiliki kemampuan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum. Dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi.

 Melakukan kejahatan makar dengan maksud supaya seluruh atau sebagian wilayah Negara jatuh ke tangan musuh atau memisahkan sebagian dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia 

Unsur tersebut diatas bersifat alternatif, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan salah satu yang termuat dari unsur tersebut Menimbang, bahwa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak terdapat definisi yang baku terkait pengertian ” makar ”, oleh karenanya harus dicari padanan pengertiannya dari pendapat ahli.

P.A.F Lamintang, SH  menyeutkan makar atau aanslag hendaknya jangan selalu harus diartikan sebagai suatu tindak pidana kekerasan, karena yang dimaksudkan dengan kata Makar dalam rumusan tindak pidana yang diatur dalam pasal 106 KUHP itu sebenarnya adalah setiap tindakan yang dilakukan orang untuk merugikan kepentingan hukum Negara, berupa utuhnya wilayah Negara.

Berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, awalnya terdakwa Josephien Tanasale Alias Nona yang sudah terlibat aktif dalam organisasi FKM-RMS (Front Kedaulatan Maluku-Republik Maluku Selatan), pada tahun 2019 diangkat oleh Pimpinan FKM-RMS Dr.Alex Manuputty sebagai Koordinator Lapangan (Korlap) Wilayah Maluku yang bertugas mengatur kegiatan dan strategi di lapangan dalam menunjukan eksistensi RMS Republik Maluku Selatan di wilayah Maluku. Terdakwa juga mengetahui bahwa organisasi FKM-RMS dibentuk oleh Dr.Alex Manuputty yang bertujuan untuk memperjuangkan kemerdekaan Republik Maluku Selatan di wilayah Provinsi Maluku sebagai negara yang berdaulat dan memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia; 

Melaksanakan kegiatan FKM-RMS, terdakwa membeli kain dengan 4 warna yaitu biru, putih, hijau, dan merah untuk kemudian membuat bendera Republik Maluku Selatan (RMS). Setelah itu di tahun 2019, terdakwa membawa kain kain tersebut ke desa Ouw di pulau Saparua dan desa Aboru di pulau Haruku untuk dijahit oleh beberapa orang. Setelah kain tersebut dijahit menjadi bendera-bendera RMS dengan berbagai ukuran, terdakwa menyimpan bendera-bendera tersebut di rumahnya yang beralamat di Jln.Dr.Kayadoe RT.002/RW.06 Kelurahan Kudamati, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon. Selain bendera RMS dengan berbagai ukuran.

Terdakwa juga menyimpan berbagai atribut bercorak warna bendera RMS seperti tas, ikat pinggang dan pin/bros di rumahnya yang terdakwa. Kemudian pada bulan Oktober 2023, terdakwa menitipkan sebuah tas yang berisi benderabendera RMS dengan berbagai ukuran di dalam rumah milik saksi Yusuf Lopulalan Alias Ucu di desa Waisarisa, Kecamatan Kairatu Barat, Kabupaten Seram Bagian Barat; Menimbang, bahwa terdakwa juga telah merencanakan untuk melakukan pengibaran bendera RMS untuk menunjukan eksistensi RMS di beberapa wilayah Provinsi Maluku pada tanggal 25 April 2024 seperti di pulau Ambon, pulau Seram dan pulau Saparua. 

Dalam rencana dan pelaksanaan kegiatan FKM-RMS di wilayah Maluku, terdakwa biasanya berkomunikasi dengan pimpinan FKM-RMS yaitu Dr.Alex Manuputty melalui aplikasi Messenger di handphone terdakwa; Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Rino Amosely dan saksi Marshal Corputty, dapat diketahui dalam rangka mengantisipasi kegiatan organisasi FKM-RMS menjelang tanggal 25 April 2024, beberapa anggota Resort Kota Pulau Ambon dan Pulau Pulau Lease melakukan penyelidikan, pengamanan dan penggalangan terkait dengan pemetaan simpatisan FKM-RMS. Setelah mengikuti kegiatan dari terdakwa, pada tanggal 19 April 2024, terdakwa diamankan ketika hendak menyeberang menggunakan kapal Feri dari Pelabuhan Waipirit menuju ke Pelabuhan Liang. 

Pada saat diamankan dan dilakukan interogasi, pada handphone terdakwa ditemukan bukti chat pada aplikasi Messenger antara terdakwa dengan Dr. Alex Manuputty terkait aktivitas organisasi FKM-RMS di wilayah Maluku. Saat itu juga terdakwa mengakui menyimpan bendera dan atribut bercorak bendera RMS yang rencananya akan dikibarkan atau dipergunakan untuk kegiatan FKM-RMS di wilayah Maluku di dalam rumah milik saksi Yusuf Lopulalan alias Ucu di desa Waisarisa, Kecamatan Kairatu Barat, Kabupaten Seram Bagian Barat dan di rumah terdakwa di Jln.Dr.Kayadoe RT.002/RW.06 Kelurahan Kudamati, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon. Kemudian terdakwa bersama saksi Rino Amosely Alias Rino dan saksi Marshal Corputty mengambil bendera dan atribut bercorak bendera RMS di kedua tempat tersebut; Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa walaupun terdakwa mengetahui bahwa organisasi FKM-RMS adalah organisasi memperjuangkan Kemerdekaan atau ingin memisahkan wilayah Provinsi Maluku dari Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tidak pernah diakui keberadaannya oleh Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia, terdakwa tetap aktif terlibat di dalam organisasi tersebut dan Terdakwa mengetahui bahwa kegiatan terkait Organisasi RMS dilarang di Negara Indonesia.

Berdasarkan uraian pertimbangan diatas telah nyata tindakan para terdakwa telah merugikan kepentingan hukum Negara terkait keutuhan wilayah Negara Indonesia, dengan demikian unsur melakukan kejahatan makar dengan maksud supaya seluruh atau sebagian wilayah Negara jatuh ke tangan musuh atau memisahkan sebagian dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia telah terpenuhi.

Memiliki persediaan barang-barang yang diketahuinya berguna untuk melakukan kejahatan; 

Berdasarkan Pasal 110 ayat (2) ke-3 KUHPidana, perbuatan yang dilarang dengan maksud melakukan makar supaya seluruh atau sebagian wilayah Negara jatuh ke tangan musuh atau memisahkan Sebagian dari wilayah negara, dengan untuk mempersiapkan atau memperlancar kejahatan pelaku memiliki persediaan barang-barang yang diketahuinya berguna untuk melakukan kejahatan.

Berdasarkan fakta persidangan untuk melaksanakan kegiatan FKM-RMS, terdakwa membeli kain dengan 4 warna yaitu biru, putih, hijau, dan merah untuk kemudian membuat bendera Republik Maluku Selatan (RMS). Setelah itu di tahun 2019, terdakwa membawa kain kain tersebut ke desa Ouw di pulau Saparua dan desa Aboru di pulau Haruku untuk dijahit oleh beberapa orang. Setelah kain tersebut dijahit menjadi bendera-bendera RMS dengan berbagai ukuran, terdakwa menyimpan bendera-bendera tersebut di rumahnya yang beralamat di Jln. Dr Kayadoe RT.002/RW.06 Kelurahan Kudamati, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon. 

Selain bendera RMS dengan berbagai ukuran, terdakwa juga menyimpan berbagai atribut bercorak warna bendera RMS seperti tas, ikat pinggang dan pin/ bros di rumahnya yang terdakwa. Kemudian pada bulan Oktober 2023, terdakwa menitipkan sebuah tas yang berisi bendera-bendera RMS dengan berbagai ukuran di dalam rumah milik saksi Yusuf Lopulalan Alias Ucu di desa Waisarisa, Kecamatan Kairatu Barat, Kabupaten Seram Bagian Barat.

Terdakwa juga telah merencanakan untuk melakukan pengibaran bendera RMS untuk menunjukan eksistensi RMS di beberapa wilayah Provinsi Maluku pada tanggal 25 April 2024 seperti di pulau Ambon,pulau Seram dan pulau Saparua. Dalam rencana dan pelaksanaan kegiatan FKM-RMS di wilayah Maluku, terdakwa biasanya berkomunikasi dengan pimpinan FKM-RMS yaitu Dr.Alex Manuputty melalui aplikasi Messenger di handphone terdakwa.

Tanggal 19 April 2024, terdakwa diamankan ketika hendak menyeberang menggunakan kapal Feri dari Pelabuhan Waipirit menuju ke Pelabuhan Liang. Pada saat diamankan dan dilakukan interogasi, pada handphone terdakwa ditemukan bukti chat pada aplikasi Messenger antara terdakwa dengan Dr. Alex Manuputty terkait aktivitas organisasi FKMRMS di wilayah Maluku. 

Terdakwa mengakui menyimpan benderadan atribut bercorak bendera RMS yang rencananya akan dikibarkan atau dipergunakan untuk kegiatan FKM-RMS di wilayah Maluku di dalam rumah milik saksi Yusuf Lopulalan Alias Ucu di desa Waisarisa, Kecamatan Kairatu Barat, Kabupaten Seram Bagian Barat dan di rumah terdakwa di Jln.Dr.Kayadoe RT.002/RW.06 Kelurahan Kudamati, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon.Kemudian terdakwa bersama saksi Rino Amosely Alias Rino dan saksi Marshal Corputty mengambil bendera dan atribut bercorak bendera RMS di kedua tempat tersebut

Terdakwa dalam persidangan mengakui mengetahui bahwa organisasi FKM-RMS adalah organisasi memperjuangkan Kemerdekaan atau ingin memisahkan wilayah Provinsi Maluku dari Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tidak pernah diakui keberadaannya oleh Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia, terdakwa tetap aktif terlibat di dalam organisasi tersebut. Dan ditemukan dalam bukti bukti chat antara terdakwa dan Dr.Alex Manuputty yang pada pokoknya berisi laporan kegiatan FKM RMS yang dilakukan oleh terdakwa seperti penyimpanan bendera dan atribut FKM RMS, pengibaran Bendera RMS yang dilakukan terdakwa di beberapa tempat di waktu yang berbeda. Perbuatan perbuatan terdakwa tersebut keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, maka perbuatan terdakwa yang terlibat dalam aktivitas organisasi FKM RMS telah menunjukan maksud/ kehendak terdakwa melakukan makar dengan maksud supaya sebagian wilayah Negara yang berada di Provinsi Maluku dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dengan mempersiapkan atau memperlancar kejahatan memiliki persediaan barang-barang yang diketahuinya berguna untuk melakukan kejahatan yaitu dengan menyimpan, menguasai dan memiliki secara nyata bendera dan atribut RMS maka unsur memiliki persediaan barang-barang yang diketahuinya berguna untuk melakukan kejahatan telah terpenuhi.

Semua unsur dari Pasal 110 ayat (2) ke-3 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana permufakatan untuk kejahatan makar, maka majelis hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Josephien Tanasale Alias Nona dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan.

Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Tindak Pidana Permufakatan Jahat, Percobaan Dan Penyelesaian Tindak Pidana Makar.
Kronologis Kasus

Terdakwa Josephien Tanasale alias Nona pada waktu waktu di hari dan tanggal yang tidak diingat lagi namun dalam tahun 2019 sampai dengan hari Sabtu tanggal 20 April 2024 sekitar pukul 14.20 WIT atau setidaktidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 sampai dengan dalam tahun 2024, bertempat di rumah terdakwa di Jalan dr. Kayadoe RT.002/RW.06 Kelurahan Kudamati, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon dan di Desa Waisarisa, Kecamatan Kairatu Barat, Kabupaten Seram Bagian Barat tepatnya rumah saksi Yusuf Lopulalan alias Ucu atau setidak-tidaknya di tempat tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa berdasarkan pasal 84 Ayat (2) KUHAP, melakukan makar dengan maksud supaya seluruh atau sebagian wilayah Negara jatuh ke tangan musuh atau memisahkan Sebagian dari wilayah negara.

Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara awalnya terdakwa Josephien Tanasale alias Nona yang sudah terlibat aktif dalam organisasi FKM-RMS (Front Kedaulatan Maluku- Republik Maluku Selatan), pada tahun 2019 diangkat oleh Pimpinan FKMRMS Dr.Alex Manuputty sebagai Koordinator Lapangan (Korlap) Wilayah Maluku yang bertugas mengatur kegiatan dan strategi di lapangan dalam menunjukan eksistensi RMS Republik Maluku Selatan di wilayah Maluku. Terdakwa juga mengetahui bahwa organisasi FKM-RMS dibentuk oleh Dr.Alex Manuputty yang bertujuan untuk memperjuangkan kemerdekaan Republik Maluku Selatan di wilayah Provinsi Maluku sebagai negara yang berdaulat dan memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kemudian untuk melaksanakan kegiatan FKM-RMS, terdakwa membeli kain dengan 4 warna yaitu biru, putih, hijau, dan merah untuk kemudian membuat bendera Republik Maluku Selatan (RMS). Setelah itu di tahun 2019, terdakwa membawa kain kain tersebut ke desa Ouw di pulau Saparua dan desa Aboru di pulau Haruku untuk dijahit oleh beberapa orang. Setelah kain tersebut dijahit menjadi bendera-bendera RMS dengan berbagai ukuran, terdakwa menyimpan bendera-bendera tersebut di rumahnya yang beralamat di Jln. Dr.Kayadoe RT.002/RW.06 Kelurahan Kudamati, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon. Selain bendera RMS dengan berbagai ukuran, terdakwa juga menyimpan berbagai atribut bercorak warna bendera RMS seperti tas, ikat pinggang dan pin/ bros di rumahnya yang terdakwa. Kemudian pada bulan Oktober 2023, terdakwa menitipkan sebuah tas yang berisi bendera-bendera RMS dengan berbagai ukuran di dalam rumah milik saksi Yusuf Lopulalan alias Ucu di desa Waisarisa, Kecamatan Kairatu Barat, Kabupaten Seram Bagian Barat.

Terdakwa juga telah merencanakan untuk melakukan pengibaran bendera RMS untuk menunjukan eksistensi RMS di beberapa wilayah Provinsi Maluku pada tanggal 25 April 2024 seperti di pulau Ambon, pulau Seram dan pulau Saparua. Dalam rencana dan pelaksanaan kegiatan FKMRMS di wilayah Maluku, terdakwa biasanya berkomunikasi dengan pimpinan FKM-RMS yaitu Dr.Alex Manuputty melalui aplikasi Messenger di handphone terdakwa.

Kemudian dalam rangka mengantisipasi kegiatan organisasi FKM-RMS menjelang tanggal 25 April 2024, beberapa anggota Kepolisian Resort Kota Pulau Ambon dan Pulau Pulau Lease diantaranya saksi Rino Amosely alias Rino dan saksi Marshal Corputty melakukan penyelidikan, pengamanan dan penggalangan terkait dengan pemetaan simpatisan FKM-RMS. Setelah mengikuti kegiatan dari terdakwa, pada tanggal 19 April 2024, terdakwa diamankan ketika hendak menyeberang menggunakan kapal Feri dari Pelabuhan Waipirit menuju ke Pelabuhan Liang. Pada saat diamankan dan dilakukan interogasi, pada handphone terdakwa ditemukan bukti chat pada aplikasi Messenger antara terdakwa dengan Dr. Alex Manuputty terkait aktivitas organisasi FKM-RMS di wilayah Maluku. Saat itu juga terdakwa mengakui menyimpan bendera dan atribut bercorak bendera RMS yang rencananya akan dikibarkan atau dipergunakan untuk kegiatan FKM-RMS di wilayah Maluku di dalam rumah milik saksi Yusuf Lopulalan alias Ucu di desa Waisarisa, Kecamatan Kairatu Barat, Kabupaten Seram Bagian Barat dan di rumah terdakwa di Jln. Dr.Kayadoe RT.002/RW.06 Kelurahan Kudamati, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon. Kemudian terdakwa bersama saksi Rino Amosely alias Rino dan saksi Marshal Corputty mengambil bendera dan atribut bercorak bendera RMS di kedua tempat tersebut.

Walaupun terdakwa mengetahui bahwa organisasi FKM-RMS adalah organisasi memperjuangkan Kemerdekaan atau ingin memisahkan wilayah Provinsi Maluku dari Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tidak pernah diakui keberadaannya oleh Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia, terdakwa tetap aktif terlibat di dalam organisasi tersebut.

Dakwaan Jaksa Penuntut Umum
Surat dakwaan adalah surat atau akta yang memuat rumusan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa yang disimpulkan dan ditarik dari hasil pemeriksaan penyidikan, dan merupakan dasar serta landasan bagi hakim dalam pemeriksaan di muka sidang pengadilan. Rumusan surat dakwaan harus sesuai dengan hasil pemeriksaan penyidikan. Rumusan surat dakwaan yang menyimpang dari hasil pemeriksaan penyidikan merupakan surat dakwaan yang palsu dan tidak benar. Surat dakwaan yang demikian tidak dapat dipergunakan jaksa menuntut terdakwa. 

Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan alternatif yaitu :

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 106 KUHPidana;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 110 ayat (2) ke-3 KUHPidana

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 110 ayat (2) ke-4 KUHPidana

Tuntutan Jakwa Penuntut Umum

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, tuntutan berarti hasil menuntut, sesuatu yang dituntut, hal menuntut. Pengertian mengenai penuntutan diatur dalam Pasal 1 butir 7 KUHAP adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.
Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:
Menyatakan Terdakwa Josephien Tanasale alias Nona bersalah melakukan tindak pidana “Makar” sebagaimana diatur dalam Pasal 110 ayat (2) ke-3 KUHPidana, dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum;

Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Josephien Tanasale alias Nona dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;

Menetapkan barang bukti berupa :

1 (satu) buah Tas Ransel merk TRACKER berwarna abu-abu yang di dalamnya berisikan 

1 (satu) helai kain bercorak/motif 4 (empat) warna biru, putih, hijau, merah merupakan lambang bendera separatis Republik Maluku Selatan dengan ukuran panjang 655 cm dan lebar 120 cm;

(tiga) helai kain bercorak/motif 4 (empat) warna biru, putih, hijau, merah merupakan lambang bendera separatis Republik Maluku Selatan dengan ukuran panjang 214 cm dan lebar 110 cm;

24 (dua puluh empat) helai kain bercorak/motif 4 (empat) warna biru, putih, hijau, merah merupakan lambang bendera separatis Republik Maluku Selatan dengan ukuran panjang 170 cm dan lebar 96 cm;

 7 (tujuh) helai kain bercorak/motif 4 (empat) warna biru, putih,hijau, merah merupakan lambang bendera separatis Republik  Maluku Selatan dengan ukuran panjang 123 cm dan lebar 58 cm;

15 (lima belas) helai kain bercorak/motif 4 (empat) warna biru, putih, hijau, merah merupakan lambang bendera separatis Republik Maluku Selatan dengan ukuran panjang 77 cm dan lebar 39 cm;

3 (tiga) helai kain bercorak/motif 4 (empat) warna biru, putih, hijau, merah merupakan lambang bendera separatis Republik Maluku Selatan dengan ukuran panjang 61 cm dan lebar 34 cm;

3 (tiga) helai kain bercorak/motif 4 (empat) warna biru, putih, hijau, merah merupakan lambang bendera separatis Republik Maluku Selatan dengan ukuran panjang 73 cm dan lebar 29 cm;

2 (dua) helai kain bercorak/motif 4 (empat) warna biru, putih, hijau, merah merupakan lambang bendera separatis Republik Maluku Selatan dengan ukuran panjang 56 cm dan lebar 26 cm.

1 (satu) buah Tas Plastik Hitam yang di dalamnya berisikan:

 1 (satu) helai kain bercorak/motif 4 (empat) warna biru, putih, hijau, merah merupakan lambang bendera separatis Republik Maluku Selatan dengan ukuran panjang 185 cm dan lebar 120 cm;

96 (sembilan puluh enam) keping bross/pin bercorak/motif 4 (empat) warna biru, putih, hijau, merah merupakan lambang bendera separatis Republik Maluku Selatan;

5 (lima) buah Tas Aksesoris bercorak/motif 4 (empat) warna biru, putih, hijau, merah merupakan lambang bendera separatis Republik Maluku Selatan;

1 (satu) buah Tas Ransel bercorak/motif 4 (empat) warna biru, putih, hijau, merah merupakan lambang bendera separatis Republik Maluku Selatan;

2 (dua) buah Ikat Pinggang bercorak/motif 4 (empat) warna biru, putih, hijau, merah merupakan lambang bendera separatis Republik Maluku Selatan,

Dirampas untuk dimusnahkan.

1 (satu) Unit Handphone Merk Vivo model Vivo 2007, berwarna Merah Maron;

Dirampas untuk negara.

Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Fakta Hukum

Setiap putusan hakim harus berdasarkan fakta yang jelas. Fakta memegang peranan penting dalam setiap putusan hakim. Bahkan fakta hukum merupakan conditio sine qua non bagi terwujudnya putusan yang adil. Oleh karena itu, dalam memutuskan perkara pasti membutuhkan fakta hukum dari suatu perkara. Putusan hakim akan adil jika berdasarkan fakta yang benar. Dengan demikian, hukum tidak akan bisa diputus dengan adil jika fakta hukum tidak ada.

Hakim yang menyampingkan fakta persidangan, fakta saksi, bukti lain, dan fakta pembelaan, itu berarti hakim telah melakukan kesalahan fatal. Fakta-fakta itu harus dimuat dalam pertimbangan hakim, secara normatif putusan hakim seharusnya memperhatikan fakta persidangan, baik itu fakta saksi, bukti, maupun fakta pembelaan. Fakta hukum dapat diperoleh dari alat bukti yang sah sebagaimana telah ditentukan secara limitatif dalam Pasal 184 ayat 1 KUHPidana yang artinya di luar alat bukti dalam Pasal 184 ayat 1 KUHPidana tidak dibenarkan dipergunakan untuk membuktikan kesalahan terdakwa. 

Berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian dan berhubungan maka dapatlah diperoleh fakta dan keadaan yang terungkap di persidangan bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 110 ayat (2) ke-3 KUHPidana.

Amar/Diktum Putusan
Putusan hakim merupakan mahkota sekaligus puncak pencerminan nilai-nilai keadilan, kebenaran hakiki, hak asasi manusia, penguasaan hukum atau fakta secara mapan, mempuni dan faktual, serta cerminan etika, mentalitas, dan moralitas dari hakim yang bersangkutan (Mulyadi, 2016). Putusan Pengadilan menurut Pasal 1 butir 11 KUHAP adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Semua putusan pengadilan hanya sah dan memiliki kekuatan hukum jika diucapkan di sidang terbuka untuk umum.

Berlandaskan pada visi teoritis dan praktik maka putusan hakim itu merupakan putusan yang diucapkan oleh hakim karena jabatannya dalam persidangan perkara pidana yang terbuka untuk umum setelah melakukan proses dan prosedural hukum acara pidana pada umumnya berisikan amar pemidanaan atau bebas atau pelepasan dari segala tuntutan hukum dibuat dalam bentuk tertulis dengan tujuan penyelesaian perkaranya.

Berdasarkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum, maka majelis hakim Pengadilan Negeri Ambon memberi putusan yang amarnya menyebutkan sebagai berikut :

Menyatakan Terdakwa Josephien Tanasale Alias Nona tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana permufakatan untuk kejahatan makar 

Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Josephien Tanasale Alias Nona dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan

Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.

Menetapkan barang bukti berupa :

96 (sembilan puluh enam) keping bross/pin bercorak/motif 4 (empat) warna biru,putih,hijau,merah merupakan lambang bendera separatis Republik Maluku Selatan.

5 (lima) buah Tas Aksesoris bercorak/motif 4 (empat) warna biru, putih, hijau, merah merupakan lambang bendera separatis Republik Maluku Selatan;

1 (satu) buah Tas Ransel bercorak/motif 4 (empat) warna biru, putih, hijau,merah merupakan lambang bendera separatis Republik Maluku Selatan;

2 (dua) buah Ikat Pinggang bercorak/motif 4 (empat) warna biru, putih, hijau, merah merupakan lambang bendera separatis Republik Maluku Selatan;

1 (satu) helai kain bercorak/motif 4 (empat) warna biru, putih, hijau, merah merupakan lambang bendera separatis Republik Maluku Selatan dengan ukuran panjang 655 cm dan lebar 120 cm;

3 (tiga) helai kain bercorak/motif 4 (empat) warna biru 1, putih, hijau, merah merupakan lambang bendera separatis Republik Maluku Selatan dengan ukuran panjang 214 cm dan lebar 110 cm;

24 (dua puluh empat) helai kain bercorak/motif 4 (empat) warna biru, putih,hijau, merah merupakan lambang bendera separatis Republik Maluku Selatan dengan ukuran panjang 170 cm dan lebar 96 cm;

7 (tujuh) helai kain bercorak/motif 4 (empat) warna biru, putih, hijau, merah merupakan lambang bendera separatis Republik Maluku Selatan dengan ukuran panjang 123 cm dan lebar 58 cm;

15 (lima belas) helai kain bercorak/motif 4 (empat) warna biru, putih,hijau, merah merupakan lambang bendera separatis Republik Maluku Selatan dengan ukuran panjang 77 cm dan lebar 39 cm;

3 (tiga) helai kain bercorak/motif 4 (empat) warna biru, putih, hijau, merah merupakan lambang bendera separatis Republik Maluku Selatan dengan ukuran panjang 61 cm dan lebar 34 cm;

3 (tiga) helai kain bercorak/motif 4 (empat) warna biru, putih, hijau, merah merupakan lambang bendera separatis Republik Maluku Selatan dengan ukuran panjang 73 cm dan lebar 29 cm;

2 (dua) helai kain bercorak/motif 4 (empat) warna biru, putih, hijau, merah merupakan lambang bendera separatis Republik Maluku Selatan dengan ukuran panjang 56 cm dan lebar 26 cm; 
1 (satu) buah Tas Plastik Hitamyang di dalamnya berisikan: 1 (satu) helai kain bercorak/motif 4(empat) warna biru, putih, hijau, merah merupakan lambang bendera separatis Republik Maluku Selatan dengan ukuran panjang 185 cm dan lebar 120 cm;

Dimusnahkan; 

1 (satu) Unit Handphone Merk Vivo model Vivo 2007 berwarna Merah Maron; Dirampas untuk Negara;

Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Analisis Putusan Nomor 183/Pid.B/2024/PN Amb
Berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Ambon 183/Pid.B/2024/PN Amb diketahui bahwa Hakim dalam upaya membuat putusan mempunyai pertimbangan yuridis yang terdiri dari dakwaan penuntut umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang-barang bukti, dan pasal-pasal perbuatan hukum pidana, serta pertimbangan non yuridis yang terdiri dari latar belakang perbuatan terdakwa, akibat perbuatan terdakwa, kondisi terdakwa, serta kondisi ekonomi terdakwa, ditambah hakim haruslah meyakini apakah terdakwa melakukan perbuatan pidana atau tidak, sebagaimana yang termuat dalam unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Penjatuhan hukum oleh hakim tentu didasarkan atas pertimbangan: 

Pertimbangan yuridis

Pertimbangan non yuridis. 
Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta fakta yuridis yang terungkap di dalam persidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan. Hal-hal yang dimaksud tersebut, di antaranya:

Dakwaan jaksa penuntut umum;
Tuntutan pidana;
Keterangan saksi;
Keterangan terdakwa; 

Barang bukti.
Pertimbangan yang bersifat yuridis hakim dalam menjatuhkan putusan juga membuat pertimbangan yang bersifat non yuridis. Pertimbangan yuridis saja tidaklah cukup untuk menentukan nilai keadilan dalam pemidanaan, tanpa ditopang dan didukung dengan pertimbangan non yuridis. Pertimbangan yang bersifat non yuridis  didasarkan pada faktor-faktor yang terungkap di dalam persidangan, yang antara lain mencakup hal-hal yaitu :

Akibat perbuatan terdakwa
Kondisi diri terdakwa
Peran atau kedudukan terdakwa.
Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana; Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Semua unsur dari Pasal 110 ayat (2) ke-3 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum dan  Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung-jawabkan perbuatannya dan terdakwa Josephien Tanasale Alias Nona dipidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan.

Menurut penulis telah sesuai dan apabila dikaitkan dengan pendapat Jan Rammelink yang menyatakan bahwa sekalipun pelaku bukan orang yang turut serta kiranya dapat dimengerti mengapa ia perlu disebut. Pelaku disamping pihak-pihak lainnya yang turut serta atau terlibat dalam tindak pidana yang telah ia lakukan, akan dipidana bersama-sama dengannya sebagai pelaku (dader), sedangkan cara penyertaan yang dilakukan dan tanggung jawab terhadapnya juga turut ditentukan oleh keterkaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan oleh plaku utama. Oleh karena itu pelaku merupakan orang yang memenuhi unsur delik termasuk bila dilakukan melalui orang lain atau bawahannya. 

Kaitannya dengan teori pertanggungjawaban pidana menentukan bahwa apakah pelaku mampu mempertanggunjawabkan perbuatannya atau tidak. Dilihat dari sudut pandang terjadinya perbuatan yang dilarang, seseorang akan mempertanggungjawabkan atas tindakan tersebut apabila atas tindakannya terdapat perbuatan melawan hukum serta tidak ada alasan pembenaran. Pertanggungjawaban pidana setidaknya harus memikirkan tiga hal yakni kemampuan bertanggungjawab dari pelaku yakni keadaan psikis, hubungan sikap batin pelaku dengan perbuatannya, ada atau tidaknya alasan yang menghapuskan pertanggungjawaban pelaku.

Hakim dalam penerapannya berdasarkan fakta bahwa para pelaku telah memenuhi unsur Pasal 110 KUHP untuk menjatuhkan pidana. Keterkaitannya dengan teori pemidanaan adalah tujuan pidana merupakan membalas kesalahan para pelaku dan juga bermaksud untuk melindungi masyarakat dengan mewujudkan ketertiban mengingat tindak pidana permufakatan jahat untuk makar berkaitan dengan stabilitas keamanan nasional. 

Hakim dalam memutus perkara tindak pidana permufakatan jahat untuk makar berpacu pada kepastian hukum dimana peraturan yang telah dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis serta tidak menimbulkan keragu-raguan sehingga tidak menimbulkan konflik yang ditimbulkan dari ketidakpastian. 

Penegakan hukum yang berkeadilan merupakan hukum yang harus menjamin keadilan dan kepastian hukum serta berupaya untuk melaksanakan, menerapkan, mempertahankan dan juga menegakkan hukum dalam bentuk perundang-undangan yang tentunya dengan menjunjung tinggi nilai keadilan sebagai tujuan utama dari hukum dengan tetap memberikan jaminan adanya kepastian hukum dan bermanfaat bagi seluruh masyarakat.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Pengaturan  hukum terhadap tindak pidana permufakatan jahat terhadap keamanan negara diatur dalam Pasal 10 KUHP yang menyebutkan bahwa permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tertentu (seperti makar) dipidana sama dengan perbuatan yang dilakukan.   Pasal 104, 106, 107, dan 108 KUHP yang menjelaskan berbagai bentuk kejahatan terhadap keamanan negara, seperti makar dengan maksud membahayakan Presiden atau Wakil Presiden, makar untuk menggulingkan pemerintahan, dan pemberontakan.

Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana permufakatan jahat, percobaan dan penyelesaian tindak pidana makar adalah Terdakwa Josephien Tanasale Alias Nona dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan karena terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana permufakatan untuk kejahatan makar.

Pertimbangan hukum hakim dalam tindak pidana permufakatan jahat terhadap keamanan negara berdasarkan putusan Nomor 183/Pid.B/2024/PN Amb adalah perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur Pasal 110 ayat (2) ke-3 KUHP dan Hakim dalam persidangan tidak menemukan sesuatu bukti bahwa terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab atas perbuatannya dan juga tidak menemukan alasan, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf sebagai alasan penghapus pidana bagi terdakwa sehingga terdakwa dinyatakan bersalah dan patut dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya yang telah dinyatakan terbukti dan bersalah tersebut.
Saran

Dalam pengaturan tindak pidana permufakatan jahat untuk makar di Indonesia yang tertuang dalam KUHP sebaiknya diperjelas dan lebih dipertegas untuk definisi dari makar itu sendiri sehingga dalam penentuan tindakannya tidak multitafsir.

Pembinaan kesadaran hukum di kalangan masyarakat dan pemerintah sangat penting untuk menciptakan ketertiban dan ketentraman dalam berma syarakat, serta menumbuhkan rasa taat pada hukum serta penegakan hukum yang objektif, khususnya dalam menjatuhkan pidana, harus mempertimbangkan sanksi yang sesuai dengan pelaku, serta tujuan pemidanaan sebagai pendidikan. 

Diharapkan kedepannya hakim dalam memutus pelaku tindak pidana permufakatan jahat untuk makar dapat melihat sejauh mana peranan masing-masing pelaku dalam permulaan pelaksanaannya dan niat serta bagaimana peran dalam perbuatan tersebut agar dalam memutus perkara dapat lebih objektif.
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